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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA IZIN 

(Studi Pada Wilayah Hukum Kabupaten Pesawaran) 

Oleh 

Nauval Fareza Irvanka 

Penggunaan sumber daya air tanpa izin merupakan permasalahan yang masih 

terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Lampung sehingga memerlukan langkah 

serius dan maksimal dari aparat penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, 

skripsi ini membahas dua permasalahan pokok, yaitu penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin serta faktor-faktor 

yang menghambat penegakan hukum tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data 

yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan 

melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Pesawaran, 

hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dan jaksa pada Kejaksaan Negeri 

Pesawaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap 

penggunaan sumber daya air tanpa izin dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 

formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi mencakup penyusunan 

peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, tahap aplikasi mencakup 

implementasi norma hukum oleh aparat penegak hukum melalui penyidikan, dan 

tahap eksekusi mencakup pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelanggar. 

Namun, penegakan hukum ini belum berjalan efektif karena dihadapkan pada lima 

faktor penghambat, yaitu peraturan perundang-undangan yang belum jelas, 

keterbatasan aparat penegak hukum dalam jumlah dan kapasitas, sarana dan 

fasilitas pengawasan yang belum memadai, kesadaran hukum masyarakat yang 

masih rendah, serta budaya pembiaran terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan penegakan hukum melalui regulasi yang lebih tegas, 

peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, 

serta edukasi hukum kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam 

mendukung pengelolaan sumber daya air yang tertib dan berkelanjutan. 



Nauval Fareza Irvanka  

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah agar aparat penegak hukum 

memperjelas regulasi sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya, 

meningkatkan jumlah dan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, menyediakan 

sarana dan fasilitas pengawasan yang memadai, memperkuat kesadaran hukum 

masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, serta menanamkan nilai hukum ke 

dalam budaya lokal agar penegakan hukum pidana terhadap penggunaan sumber 

daya air tanpa izin dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sumber Daya Air, Tanpa Izin
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ABSTRACT 

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS                

OF THE CRIMINAL ACT OF USING WATER                                

RESOURCES WITHOUT PERMISSION 

(A Study in the Jurisdiction of Pesawaran Regency) 

By 

Nauval Fareza Irvanka 

The use of water resources without permission remains a problem in several 

regions of Lampung Province, which requires serious and comprehensive efforts 

from law enforcement officials. In relation to this issue, this thesis examines two 

main problems, namely the enforcement of criminal law against the criminal act of 

using water resources without permission and the factors that hinder its 

enforcement. 

This study applies both normative juridical and empirical juridical approaches. The 

data consist of primary and secondary sources, collected through literature study 

and field research, and analyzed qualitatively. The key informants in this study are 

the Pesawaran Resort Police, judges of the Gedong Tataan District Court, and 

prosecutors of the Pesawaran District Prosecutor’s Office. 

The results of the study indicate that criminal law enforcement against the use of 

water resources without permission is carried out through three stages: 

formulation, application, and execution. The formulation stage involves the 

drafting of statutory regulations as the legal basis, the application stage involves 

the implementation of legal norms by law enforcement officials through 

investigation, and the execution stage involves the implementation of court 

decisions against offenders. However, the enforcement has not been effective due 

to five inhibiting factors, namely unclear statutory regulations, limited number and 

capacity of law enforcement officials, inadequate facilities and monitoring systems, 

low public legal awareness, and a prevailing culture of tolerance toward violations. 

These factors are interrelated and form a complex barrier, thereby reducing the 

effectiveness of criminal law as an instrument of controlling the use of water 

resources. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement through clearer 

regulations, capacity building of law enforcement officials, the provision of 

adequate monitoring facilities supported by digital technology, as well as 

continuous legal education for the public in order to encourage active participation 

in supporting the orderly and sustainable management of water resources. 



                                                                                 Nauval Fareza Irvanka                      
The recommendation proposed in this study is that law enforcement officials should 

provide clearer regulations to avoid ambiguity in their application, increase the 

number and capacity of officials through specialized training, provide adequate 

monitoring facilities, enhance public legal awareness through legal education and 

outreach, and internalize legal values into local culture so that criminal law 

enforcement against the unauthorized use of water resources can be carried out 

more effectively, fairly, and sustainably. 

Keywords: Law Enforcement, Water Resources, Without Permission 
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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  

(Al Baqarah 286) 

“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  

(Q.S. Al-Insyirah: 5) 

“Sebagian orang mekar di usia 23, sebagian lagi baru menemukan jalannya di sia 

30, dan ada pula yang tak pernah berani mencoba. Karena itu, doronglah dirimu 

sendiri, tak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Ingat, mimpi yang 

besar justru adalah mimpi yang membuatmu merasa takut.”  

( Emran Bite)  

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang 

menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya, rayakan 

perasaanmu sebagai manusia”  

(Mata Air-Hindia)  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar iBelakang 

Air iadalah isumber ikehidupan ibagi imanusia. iKetergantungan imanusia ipada iair 

sangat itinggi, iair idibutuhkan iuntuk ikeperluan ihidup isehari-hari iseperti iuntuk 

iminum, imemasak, imandi, imencuci idan isebagainya. iAir ijuga idijadikan isebagai 

sumber imata ipencarian iseperti imembudidayakan iikan, idan ilainnya. iBahkan ijuga 

berguna isebagai iprasarana ipengangkutan.1 iIndonesia imemiliki ilandasan ihukum 

khusus iuntuk imencapai isupremasi ihukum idalam ipengelolaan iair imelalui iUndang-

Undang iRepublik iIndonesia iNomor i17 iTahun i2019 itentang iSumber iDaya iAir. 

 

Air imerupakan isumber idaya ialam iyang imemenuhi ihajat ihidup iorang ibanyak 

sehingga iperlu idilindungi iagar itetap ibermanfaat ibagi ihidup idan ikehidupan manusia 

serta imakhluk ihidup ilainnya. iUntuk imenjaga iatau imencapai ikualitas iair sehingga 

dapat idimanfaatkan isecara iberkelanjutan isesuai idengan itingkat imutu iair yang 

diinginkan, imaka iperlu iupaya ipelestarian idan ipengendalian. iPelestarian kualitas iair 

merupakan iupaya iuntuk imemelihara ifungsi iair iagar ikualitasnya itetap pada ikondisi 

alamiahnya. iPenurunan ikualitas iair iakan imenurunkan idaya iguna, ihasil guna, 

produktivitas, idaya idukung idan idaya itampung idari isumber idaya iair i iakhirnya akan 

menurunkan ikekayaan isumber idaya ialam i(natural iresource ideplection).2 

 

Pengaturan isumber idaya iair idibuat iuntuk imemastikan ipengelolaan isumber idaya iair 

berdasarkan iprinsip-prinsip iketerjangkauan, ikeadilan, ikeseimbangan, ikemandirian, 

kearifan ilokal,   wawasan lingkungan, I  kelestarian, I  keberlanjutan,  keterpaduan,  dan

                                                           
1

 iMasrudi iMuchtar, idkk, iHukum iKesehatan iLingkungan i(Kajian iTeoritis idan iPerkembangan 

iPemikiran), iPustaka iBaru iPresss, iYogyakarta, i2016, ihlm i125 
2

 iSukanda i Husin, i Penegakan i Hukum i Lingkungan i Indonesia, i Sinar i Grafika, i Jakarta, i 2009, ihlm 

i 62 
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akuntabilitas. iPengaturan isumber idaya iair ibertujuan iuntuk imelindungi idan 

menjamin ihak irakyat iatas iair, imenjamin iketersediaan idan ikeberlanjutan isumber 

daya iair iuntuk imemberikan imanfaat isecara iadil ibagi imasyarakat; imenjamin 

pelestarian ifungsi isumber idaya iair iuntuk imendukung ipembangunan iberkelanjutan 

dan imemastikan ibahwa imasyarakat iterlibat idalam ipengawasan ipemanfaatan 

sumber idaya iair.3 

 

Menurut iWayne iLa-Favre, ipenegakan ihukum isebagai isuatu iproses ipada ihakikatnya 

merupakan ipenerapan idiskresi iyang imenyangkut imembuat ikeputusan iyang itidak 

secara iketat idiataur ioleh ikaidah ihukum, iakan itetapi imempunyai iunsur ipribadi. 

Dengan imengutip ipendapat iRoscoe iPound, imaka iia imenyatakan, ibahwa ipada 

hakikatnya idiskresi iberada idiantara ihukum idan imoral i(etika).4 iAristoteles idalam 

buku iKrisna iHarahap iyang iberjudul i“Konstitusi iRI iSejak iProklamasi iHingga 

Reformasi” imengatakan ibahwa iNegara ihukum iadalah iNegara iyang iberdiri idi iatas 

hukum iyang imenjamin ikeadilan ikepada iseluruh iwarganya. iPeran iaparat ipenegak 

hukum isangat idibutuhkan iguna imenegakan ihukum idisebuah inegara iyang 

berdasarkan ihukum.5 iPenegakan ihukum ibukan imerupakan iproses ilogis isemata, 

melainkan isyarat idengan iketertiban imanusia idi idalamnya. iYang iberarti ibahwa idalami 

penegakan ihukum idapat idilihat isebagai isuatu iproses ilogislinier. iMelainkan 

merupakan isuatu iyang ikompleks, ilebih imerupakan ihasil idari ipilihan-pilihan. 

Dengan idemikian ioutput idari i ipenegakan ihukum itidak idapat ihanya ididasarkan pada 

ramalan ilogika isemata, imelainkan ijuga ihal-hal iyang itidak imenurut ilogika.6 

 

Keberlakuan ihukum idiperlukan iuntuk imemastikan idan imenjamin, ipenegak ihukum 

diizinkan imenggunakan idaya ipaksa. iDefinisi idari ipenegakan ihukum ijuga idapat 

dipahami idari iperspektif iobyeknya, iyang imelibatkan iinterpretasi iyang iluas idan 

                                                           
3

 iJuanlie iRems iYosua iSendow, iRefly i Singal, i Cevonie iM. i Ngantung, i Pemberlakuan 

iKetentuan iPidana iDalam iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2019 iTentang iSumberdaya iAir, i2024, 

ihlm i192 
4

 iSoerjono i Soekanto, i Faktor-faktor i Yang i Mempengaruhi iPenegakan i Hukum, iCetakan i ke16, iRaja 

iGrafindo iPersada, iDepok, i2019, ihlm. i7 
5

 iKrisna i Harahap, i2004, i Konstitusi iRepublik iIndonesia, i Sejak i Proklamasi iHingga i Reformasi. 

iGrafitri iBudi iUtami, iBandung, ihlm. i11 
6

 iRizky iAriestandi iIrmansyah, iHukum iHak iAsas idan iDemokrasi, iEdisi iPertama, iGraha iilmu, 

iYogjakarta, i2013, ihlm.84 
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terbatas. iSecara iumum, ipenegakan ihukum imencakup iprinsip-prinsip ikeadilan iyang 

mencakup iaturan iresmi idan inorma inilai ikeadilan iyang iberkembang idalam 

masyarakat. iNamun, idalam ipengertian iyang ilebih iterbatas, ipenegakan ihukum 

hanya iterfokus ipada ipenerapan iperaturan iformal idan itertulis. iPenegakan ihukum 

menjadi ikebutuhan iuntuk iadanya iperubahan imendasar idalam irangka imencapai 

tujuan idari ipidana iyang ilebih ibaik idan imanusiawi. iKebutuhan itersebut isejalan 

dengan ikeinginan ikuat iuntuk idapat imewujudkan isuatu ipenegakan ihukum iyang 

lebih iadil iterhadap isetiap ipelanggaran ihukum.7 

 

Undang-Undang iNomor i17 iTahun i2019 itentang iSumber iDaya iAir iini idibuat iuntuk 

mengisi ikekosongan ihukum iterkait iair isetelah iMahkamah iKonstitusi imembatalkan 

Undang-Undang iNomor i7 iTahun i2004 iTentang iSumber iDaya iAir idengan 

keputusan i85/PUU- iXI/2013. iUntuk imelindungi ikepentingan imanusia, ihukum 

harus idilaksanakan. iPenegakan ihukum iinilah iyang imembuat ihukum imenjadi 

kenyataan. iKepastian ihukum i(Rechtssicherheit), ikemanfaatan i(Zweckmassigkeit), 

dan ikeadilan iadalah itiga ikomponen iyang iharus iselalu idiperhatikan idalam 

menegakkan ihukum. iHukuman iharus iditerapkan idan idipatuhi. iSetiap iorang 

mengantisipasi ibahwa idalam ikasus itertentu, ihukum idapat iditetapkan.8 

 

Konteks ipenegakan ihukum iterhadap ipengambilan isumber idaya iair itanpa iizin iresmi, 

seperti idari isungai, idanau, iatau isumur itanah, imerupakan itindakan iyang imelanggar 

hukum idan iregulasi iyang iberlaku. iDampak iserius ipada ilingkungan, iekosistem, 

serta imasyarakat idi isekitarnya. iPelaku ipengambilan iair iilegal iseringkali iadalah 

perusahaan iatau iindividu iyang imengeksploitasi isumber idaya iair itanpa imematuhi 

ketentuan ihukum idan ilingkungan iyang itelah iditetapkan. ipengambilan iair iilegal 

dianggap imelanggar ihukum idan idapat idikenai isanksi ihukum ioleh ipihak berwenang. 

Diperlukan iupaya ipenegakan ihukum idan iregulasi iyang iketat iuntuk mencegah 

pengambilan isumber idaya iair iilegal.9 

                                                           
7

 iTony iYuli iRahmanto, iPenegakan iHukum i Pidana iTerhadap iTindak i Pidana iPenipuan 

iBerbasis iTransaksi iElektronik, iJurnal iPenelitian iHukum, iVol. i19 iNo i1, iMaret i2019, ihlm. i4 
8

 iFauzan iRamon, iAbdul ihlmim, iMekanisme iPerizinan iDalam iPemanfaatan iSumber iDaya iAir 

iMenurut iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2019, i2021, ihlm i403 
9

 iMasrudi iMuchtar, idkk, iHukum iKesehatan iLingkungan i(Kajian iTeoritis idan iPerkembangan 

iPemikiran), iPustaka iBaru iPresss, iYogyakarta, i2016, ihlm i125 
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Kewenangan ipemerintah idalam iPasal i9 iAyat i(1) iUndang- iUndang iRepublik 

Indonesta iNomor iI7 iTahun i2019 iTentang iSumber iDaya iAir, imenyebutkan ibahwa 

“Atas idasar ipenguasaan inegara iterhadap iSumber iDaya iAir isebagaimana dimaksud 

dalam iPasal i5 iPemerintah iPusat idan/atau iPemerintah iDaerah idiberi tugas idan 

wewenang iuntuk imengatur idan imengelola iSumber iDaya iAir”. Kemudian idalam 

Pasal i11 ihuruf i(g) imenyatakan ibahwa i: i“Dalam imengatur idan mengelola iSumber 

Daya iAir, iPemerintah iDaerah iProvinsi isebagaimana idimaksud dalam iPasal i12 

berwenang: imengatur, imenetapkan, idan imemberi iizin ipenggunaan Sumber iDaya 

Air iuntuk ikebutuhan ibukan iusaha idan iizin ipenggunaan iSumber Daya iAir iuntuk 

kebutuhan iusaha ipada ilokasi itertentu idi iWilayah iSungai ilintas kabupaten/kota. 

Berdasarkan iperaturan ihukum itersebut, ipenting iuntuk idicatat bahwa ipelaku iusaha 

diwajibkan imemperoleh iizin idari ipemerintah iuntuk menggunakan isumber idaya iair. i 

iNamun, ipersoalan imuncul iketika iada ipelaku iusaha yang imenggunakan isumber 

daya iair itanpa iizin iresmi idari ipemerintah iuntuk keperluan ibisnisnya. iTindakan 

seperti iini idianggap isebagai itindak ipidana ikarena melibatkan ipenggunaan iair isecara 

iberlebihan idan iilegal. iPelaksanaan ipenegakan hukum imengenai inorma-norma 

ihukum iyang idibuat idan iditetapkan ioleh pemerintah ipada iumumnya idilakukan 

secara ilangsung ioleh ipemerintah isendiri tanpa iketerlibatan ipihak iketiga iatau itanpa 

imelalui iproses iperadilan idi imuka ihakim. Namun iada ipula ipenegakan isanksi 

terhadap iwarga inegara iyang iharus imelalui upaya iadministrasi iatau iperadilan 

administrasi.10 

 

Objek iizin iadalah isuatu iperbuatan iyang isebenarnya idilarang, inamun iuntuk 

melakukan iperbuatan itersebut idiperlukan ipersetujuan idari ipemerintah iatau ipejabat 

yang iberwenang imengeluarkan iizin. iArtinya iperbuatan iyang imenjadi iobjek iizin 

tersebut iperlu idiatur iuntuk iketertiban. iJelas ibahwa iizin imerupakan ialat pemerintah 

yang ibersifat ipreventif, ikarena idalam iinstrumen iizin, itidak ibisa idilepaskan idengan 

perintah idan ikewajiban iyang iharus iditaati ioleh ipemegang iizin. iSelain iitu, ifungsi 

izin iadalah irepresif.11 

                                                           
10

 iRidwan, iTiga i Dimensi iHukum iAdministrasi idan iPeradilan iAdministrasi, iFH iUII iPress, 

iYogyakarta, i2009, ihlm i104 
11

 iNirahua iSalmon, iHukum iPerizinan iPengelolaan iSumber iDaya iAlam idi iWilayah iLaut iDaerah, i 

iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta, i2013, ihlm i45 
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Penggunaan isumber idaya iair itanpa iperizinan imemiliki ikonsekuensi ihukum. 

Seringkali, itindakan iini imelibatkan ieksploitasi isumber idaya iair itanpa iizin iresmi idari 

otoritas iyang iberwenang, iseperti ipemerintah iatau ilembaga ipengelola isumber idaya 

air. iDalam ibanyak iyurisdiksi, iizin ipenggunaan isumber idaya iair idiperlukan iuntuk 

mengatur idan imelindungi isumber idaya iair itersebut, idan iizin iini idapat imencakup 

berbagai ihal, iseperti ivolume iair iyang idapat idigunakan, ipersyaratan ipenggunaan, 

dan iperlindungan ilingkungan. iPenggunaan isumber idaya iair itanpa iizin idapat 

menyebabkan isanksi iadministratif, idenda, iatau ibahkan ituntutan ihukum. iTujuan idari 

sanksi iini iadalah iuntuk imendorong iorang iuntuk imematuhi iperaturan iyang idibuat 

untuk imemastikan ikeadilan idan ijuga ikeberlanjutan idalam ipengelolaan isumber idaya 

air. 

Sebagaimana itercantum idalam iPutusan iNomor i48/Pid.B/2021/PN iGdt., ipada 

tanggal i4 iAgustus i2019 iterjadi iinsiden ikecelakaan idi ikolam irenang iTirta iGarden 

yang iberlokasi idi iDesa iKedondong, iKecamatan iKedondong, iKabupaten 

Pesawaran, iyang idimiliki ioleh iTerdakwa iSaukani ibin iMad iLiyas. iPeristiwa iini 

bermula isaat iMTs iAl-Hikmah imengadakan ikunjungan ike ilokasi itersebut idalam 

rangka ikegiatan isekolah. iSalah isatu isiswa, iDio iAditia, imengalami ikecelakaan isaat 

bermain idi iwahana iperosotan. iDio iberhenti idi itengah ilintasan isambil iberpegangan 

pada isisi iluar iperosotan, ilalu iditabrak idari ibelakang ioleh itemannya iyang meluncur, 

menyebabkan ijari ikelingking itangan ikanannya itersangkut ihingga putus. Dio isegera 

dibawa ike iPuskesmas iKedondong iuntuk ipenanganan iawal, ilalu dirujuk ike iRSUD 

Pesawaran. 

Menindaklanjuti ikejadian itersebut, ikeluarga ikorban imelaporkannya ike ipihak 

kepolisian. iHasil ipenyelidikan imengungkap ibahwa ikolam irenang iTirta iGarden 

tidak idilengkapi irambu iperingatan imaupun ipetugas ipengawas. iSelain iitu, 

penggunaan iair idari isumber imata iair idilakukan itanpa iizin iresmi iberupa iSurat iIzin 

Pemanfaatan iAir i(SIPA) idari iDinas iPenanaman iModal idan iPelayanan iTerpadu 

Satu iPintu iProvinsi iLampung. iPemeriksaan ilebih ilanjut ioleh iahli idari iDinas iCipta 

Karya idan iPengelolaan iSumber iDaya iAir imenyimpulkan ibahwa ipengelolaan 

kolam irenang itersebut itidak isesuai idengan iketentuan ihukum. iBerdasarkan ifakta-

fakta itersebut, iTerdakwa idijerat iPasal i360 iAyat i(1) iKUHP ikarena ikelalaiannya 
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yang imengakibatkan iluka iberat, iserta iPasal i15 iAyat i(1) ihuruf ib ijo. iPasal i11 iAyat 

(2) iUndang-Undang iRI iNomor i11 iTahun i1974 itentang iPengairan ikarena 

mengelola iair itanpa iizin.12 

Terdakwa iSaukani ibin iMad iLiyas, ipemilik ikolam irenang iTirta iGarden idi 

Kabupaten iPesawaran, ididakwa itelah imelakukan ipengusahaan iair itanpa iizin iserta 

kelalaian iyang imengakibatkan iluka iberat iterhadap ipengunjung. iAir iyang 

digunakan iberasal idari isumber imata iair imilik iPTPN itanpa idilengkapi iSurat iIzin 

Pemanfaatan iAir i(SIPA) idari ipemerintah, isebagaimana idiatur idalam iPasal i15 iayat 

(1) ihuruf ib ijo. iPasal i11 iayat i(2) iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i1974 itentang 

Pengairan. iSelain iitu, iterdakwa itidak imenyediakan irambu ikeselamatan idan petugas 

pengawas, isehingga imenyebabkan iseorang ianak iputus ijari isaat ibermain di wahana 

perosotan. iBerdasarkan ifakta ipersidangan, iterdakwa idinyatakan iterbukti secara isah 

dan imeyakinkan itelah imelanggar iketentuan itersebut idan idijatuhi pidana ipenjara 

selama i2 i(dua) itahun iserta idenda isebesar iRp2.000.000 isubsidair i1 i(satu) bulan 

kurungan. 

Penegakan ihukum idalam iperkara iini imencerminkan itiga itahapan ipenting: 

formulasi, iaplikasi, idan ieksekusi. iTahap iformulasi iterlihat idari iadanya iaturan 

hukum iyang imengatur iizin ipemanfaatan iair isecara itegas, itermasuk isanksi 

pidananya. iTahap iaplikasi idijalankan imelalui iproses ipenyidikan ioleh ikepolisian, 

keterangan iahli idari idinas iterkait, idan ipemeriksaan isaksi-saksi iserta ibarang ibukti 

seperti ipipa iparalon idan imesin ipenyedot iair. iSedangkan itahap ieksekusi idilakukan 

oleh ihakim imelalui ipembacaan iamar iputusan iyang imenegaskan ibahwa 

pelanggaran iadministratif idalam ikonteks isumber idaya iair idapat iditindak isecara 

pidana. iMeskipun itelah iterjadi ikesepakatan idamai idan ipemberian itali iasih idari 

terdakwa ikepada ikorban, iproses ihukum itetap iberlanjut isebagai ibentuk ikomitmen 

terhadap ikepastian idan ipenegakan ihukum. iPerkara iini imenunjukkan ipentingnya 

pengawasan iterhadap ipemanfaatan isumber idaya iair iserta iperlunya iedukasi ihukum 

bagi ipelaku iusaha iagar itidak imengabaikan iaspek ilegalitas idan ikeselamatan publik. 

                                                           
12

 iPertanggungjawaban iPidana iPelaku iTindak iPidana iPembangunan iWisata i iAir iTanpa iIzin 

iYang iMenyebabkan iPengunjung iMengalami iLuka iBerat i( iStudi iPutusan iNomor: i48/Pid.B/2021/ 

iPN iGdt). 
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Putusan iini imenegaskan ipentingnya ikepatuhan iterhadap iregulasi ipemanfaatan 

sumber idaya ialam, iterutama iizin iusaha idan ipelestarian ilingkungan, idengan harapan 

menjadi ipelajaran ibagi ipelaku iusaha ilain iagar imematuhi iaturan 

hukum.13Eksploitasi isumber idaya iair itanpa iizin itelah imenjadi ipelanggaran iserius 

yang imengganggu itatanan ihukum idi ibeberapa iwilayah iLampung. iAktivitas iini 

kerap idilakukan ioleh ientitas iindustri ibesar iyang imemanfaatkan isumber idaya iair 

secara imasif iuntuk imendukung ioperasional imereka, itanpa imemenuhi ikewajiban 

administratif isebagaimana idiatur idalam iperaturan iperundang-undangan iterkait izin 

pengelolaan isumber idaya iair. iEksploitasi iyang itidak iterkendali iini iberdampak pada 

penurunan isignifikan iketersediaan iair ibagi imasyarakat isetempat, iterutama pada 

musim ikemarau, idi imana ipasokan iair isecara ialami imenjadi ilebih iterbatas. 

Tindakan itersebut itidak ihanya imelanggar iprinsip ipemerataan iakses iterhadap 

sumber idaya iair isebagaimana idijamin ioleh iundang-undang, itetapi ijuga 

memperburuk iketimpangan isosial, idi imana ipihak ibermodal ibesar ilebih imudah 

menguasai isumber idaya itersebut idibandingkan imasyarakat ikecil. 

 

Kerusakan iyang idiakibatkan imencakup imenurunnya ikualitas idan ikuantitas iair 

tanah, idengan iimplikasi ilangsung ipada ikeberlanjutan ilingkungan ihidup idan 

ekosistem ilokal, iyang idilindungi ioleh ihukum inasional. iPemerintah idan iaparatur 

penegak ihukum imenghadapi ikendala ibesar idalam imelakukan ipengawasan idan 

penegakan ihukum iterhadap ipelaku ipelanggaran, iyang isering ikali idisebabkan ioleh 

terbatasnya isumber idaya iserta ikerumitan iregulasi iyang iada. iKeadaan iini imenuntut 

adanya ikebijakan iyang ilebih itegas, ipenguatan iinstrumen ihukum, idan imekanisme 

pengawasan iyang ilebih iefektif iguna imenjamin ikeberlanjutan iekosistem iserta 

keadilan idalam idistribusi idan ipengelolaan isumber idaya iair, isebagaimana 

diamanatkan idalam iundang-undang isumber idaya iair. 

 

Berdasarkan ilatar ibelakang iyang itelah idisebutkan isebelumnya idan ipenjelasan yang 

telah idiuraikan isebelumnya, ipeneliti itertarik iuntuk imelakukan ipenelitian dalam 

konteks ipenegakan ipidana iyang idikenakan ikepada ipelaku iusaha iyang 

                                                           
13

 iPertanggungjawaban iTindak iPidana iPenggunaan iSumber iDaya iAir iLaut iUntuk iPemenuhan 

iKebutuhan iUsaha iMilik iPribadi iTanpa iMemiliki iPerizinan iBerusaha i(Studi iPutusan iNomor 

i255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. 
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menggunakan iair itanpa iizin ipemerintah. iHal iini iterutama irelevan imengingat ipelaku 

usaha ibiasanya imerupakan ientitas ihukum iatau ikorporasi iyang imenjalankan 

operasionalnya. iOleh ikarena iitu, ipenelitian iini iakan ifokus ipada iaspek ihukum iterkait 

penuntutan ipelaku iusaha iyang inotabene iberbentuk ibadan ihukum idalam 

pengelolaan iusahanya idengan imelibatkan ipenggunaan isumber idaya iair itanpa iizin 

resmi idari ipemerintah. iPenulis itertarik imelakukan ipenelitian idengan ijudul 

“Penegakan iHukum iPidana iTerhadap iPelaku iTindak iPidana iPenggunaan iSumber 

Daya iAir iTanpa iIzin”. 

 

B. Permasalahan idan iRuang iLingkup iPenelitian 

1. Permasalahan 

Berdasarkan iuraian ilatar ibelakang idiatas, imaka ipenulis imerumuskan 

permasalahan i idalam ipenelitian iini isebagai iberikut: 

a. Bagaimanakah ipenegakan ihukum ipidana iterhadap ipelaku itindak ipidana 

penggunaan isumber idaya iair itanpa iizin? 

b. Apakah i faktor i yang i menghambat i dalam i penegakan i hukum i pidana 

terhadap ipelaku itindak ipidana ipenggunaan isumber idaya iair itanpa iizin? 

 

2. Ruang iLingkup 

Ruang ilingkup ipenulisan iini iterbatas ipada ikajian ibidang ihukum ipidana, 

penelitian iini imenitikberatkan ipada imekanisme ipenegakan ihukum ipidana 

terhadap ipelaku iyang imenggunakan isumber idaya iair itanpa iizin ipada iPolres 

wilayah ihukum iKabupaten iPesawaran. iSelain iitu, ipenelitian iini ijuga iakan 

membahas isistem ipenegakan ihukum iyang idilakukan ioleh iaparat ipenegak 

hukum idari ibeberapa iinstansi iseperti ikepolisian, ipengadilan, idan ikejaksaan 

dalam imenanggulangi ikasus ipenggunaan isumber idaya iair itanpa iizin. iAdapun 

ruang ilingkup ipenelitian idibagi imenjadi i3 iyaitu i: 

a. Ilmu i: iDalam ipenelitian iini, ipendekatan iformil idapat imeliputi itata icara 

penangkapan, ipenahanan, idan ipemeriksaan ipendahuluan, iserta iaturan-aturan 

yang iharus iditempuh idalam iproses ihukum. iSementara iitu, ipendekatan imaterial 

melibatkan ipenerapan isanksi ipidana iyang isesuai idengan iperbuatan ipelaku, 

seperti idenda ihukuman ipenjara, iatau ibahkan ihukuman imati idalam ikasus-kasus 

yang isangat iserius. iPendekatan iini ibertujuan iuntuk imencegah idan 

menghentikan ipraktek ipenggunaan isumber idaya iair itanpa iizin, iserta 

memberikan icontoh iyang ijelas ibagi imasyarakat ibahwa itindakan itersebut 
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tidak iakan idibiarkan ibegitu isaja. 

b. Substansi i: iPendekatan ipidana iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 

pendekatan iyuridis inormatif idan iyuridis iempiris ipendekatan iini ibertujuan iuntuk 

mengetahui ibagaimana ipemberlakuan iketentuan ipidana iterhadap ipelaku 

penggunaan isumber idaya iair itanpa iizin iserta ibagaimana iupaya ipenegak ihukum 

dalam ipenanggulangan itindak ipidana itersebut. 

c. Wilayah i: iWilayah iHukum iKabupaten iPesawaran iTahun i2024 i– i2025 

 

C. Tujuan idan iKegunaan iPenelitian 

1. Tujuan iPenelitian 

a. Untuk imengetahui ipenegakan ihukum ipidana iterhadap ipelaku itindak pidana 

ipenggunaan i isumber idaya iair itanpa iizin. 

b. Untuk imengetahui ifaktor iyang imenjadi ipenghambat ipenegakan ihukum 

pidana iterhadap ipelaku itindak ipidana ipenggunaan i isumber idaya iair itanpa 

izin. 

 

2. Kegunaan iPenelitian 

Berdasarkan itujuan-tujuan idi iatas itersebut, imaka idiharapkan ipenulisan idan 

pembahasan ipenulisan ihukum iini idapaat imemberikan imanfaat ibaik isecara 

teoritis imaupun ipraktis iyaitu: 

a. Kegunaan iTeoritis 

Hasil idari ipenelitian iini idiharapkan idapat iberfungsi iuntuk imenambah, 

pengetahuan, idan iwawasan iilmu ipengetahuan ikhususnya ipenegakan hukum 

pidana iterhadap ipelaku ipenggunaan isumber idaya iair itanpa iperizinan. 

Kemudian imemberikan ikontribusi ikepada ikalangan iakademisi idan ipraktisi 

untuk imenambah ipengetahuan ihukum iumumnya idan ihukum ipidana 

khususnya. 

b. Kegunaan iPraktis 

Penelitian iini idiharapkan iberfungsi iuntuk imemberikan ipemahaman idan 

pemikiran idalam ikajian ipenegakan ihukum ipidana iterhadap ipelaku 

penggunaan isumber idaya iair itanpa iperizinan. 
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D. Kerangka iTeoritis idan iKonseptual 

1. Kerangka iTeoritis 

a. Teori iPenegakan iHukum 

Kerangka iTeoritis imerupakan ihasil ipemikiran iatau ikerangka iacuan iatau 

dasar iyang irelevan iuntuk ipelaksanaan isuatu ipenelitian, ikhususnya 

penelitian ihukum. iDalam ikonteks iini, ipenulis imenjelaskan ikonsep 

penegakan ihukum idengan imerujuk ipada iteori. iteori iyang idigunakan adalah 

teori ipenegakan ihukum ioleh iBarda iNawawi iArif. iPenegakan ihukum adalah 

proses idilakukannya iupaya itegaknya iatau iberfungsinya inorma-norma 

hukum isecara inyata isebagai ipedoman ipelaku idalam ilalu ilintas iatau 

hubungan-hubungan ihukum idalam ikehidupan ibermasyarakat idan 

bernegara.14
  

i 

Barda iNawawi iArif ibahwa ipenegakan ihukum iadalah isuatu iusaha iuntuk 

menanggulangi ikejahatan isecara irasional, imemenuhi irasa ikeadilan idan  

berdaya iguna. iDalam irangka imenanggulangi ikejahatan iterhadap iberbagai 

sarana isebagai ireaksi iyang idapat idiberikan ikepada ipelaku ikejahatan, 

berupa isarana ipidana imaupun inon ihukum ipidana, iyang idapat 

diintegrasikan isatu idengan iyang ilainnya. iApabila isarana ipidana idipanggil 

untuk imenanggulangi ikejahatan, iberarti iakan idilaksanakan ipolitik ihukum 

pidana, iyakni imengadakan ipemilihan iuntuk imencapai ihasil 

perundangundangan ipidana iyang isesuai idengan ikeadaan idan isituasi ipada 

suatu iwaktu idan iuntuk imasa-masa iyang iakan idatang.15
 iSudarto 

menjelaskan, isebagaimana idikutip iBarda iNawawi iArief, ibahwa ikebijakan 

penal imempunya idua iarti, iyaitu iarti isempit iyang imemiliki icakupan 

keseluruhan iasas idan imetode iyang imenjadi idasar idari ireaksi iterhadap 

pelanggaran ihukum iyang iberupa ipidana; idan iarti iluas iyang imencakup 

keseluruhan ifungsi idari iaparatur ipenegak ihukum .16
 i 

                                                           
14

 iSoerjono iSoekanto, iFaktor-Faktor iYang iMempengaruhi iPenegeakan iHukum, iCetakan iKelima. 

i(Jakarta: iRaja iGrafindo iPersada, i2004), ihlm. i42 
15

 iBarda iNawawi iArief, iKebijakan iHukum iPidana, i(Bandung: iCitra iAditya iBakti, i2002), 

ihlm.109 
16

 iBarda iNawawi iArief, iKebijakan iLegislatif idalam iPenanggulangan iKejahatan idengan iPidana 

iPenjara, icet. i3, iYogyakarta: iGenta iPublishing, i2010, ihlm. i35. 
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Bahwa iobjek iizin iadalah isuatu iperbuatan iyang isebenarnya idilarang, namun 

untuk imelakukan iperbuatan itersebut idiperlukan ipersetujuan idari 

pemerintah iatau ipejabat iyang iberwenang imengeluarkan iizin. iArtinya 

perbuatan iyang imenjadi iobjek iizin itersebut iperlu idiatur iuntuk iketertiban. 

Jelas ibahwa iizin imerupakan ialat ipemerintah iyang ibersifat ipreventif, 

karenaidalam iinstrumen iizin, itidak ibisa idilepaskan idengan iperintah idan 

kewajiban iyang iharus iditaati ioleh ipemegang iizin. iFungsi iizin iadalah 

represif. iIzin idapat iberfungsi isebagai iinstrumen iuntuk imenanggulangi 

masalah ilingkungan.17 

 

Permasalahan iini idapat idijawab idengan imenggunakan iteori itentang 

pencegahan idan ipenanggulangan ikejatahan idengan isarana ipenal ipolicy 

yang ifungsional imelalui ibeberapa itahap, iyaitu isebagai iberikut: 

1) Tahap iformasi, iyaitu itahap ipenegakkan ihukum iin iabstracto ioleh ibadan 

pembuat iundang-undang, itahap iini idisebut itahap ikebijakan ilegislative. 

2) Tahap iaplikasi, iyaitu itahap ipenerapan ihukum ipidana ioleh iapparat 

penegak ihukum imulai idari ikepolisian isampai ipengadilan, itahap iini 

disebut itahap ikebijakan iyudikatif. 

3) Tahap ieksekusi, iyaitu itahap ipelaksanaan ihukum ipidana isecara ikonkret 

oleh iapparat ipelaksana ipidana, itahap iini idapat idisebut ijuga isebagai 

kebijakan ieksekutif iatau iadministratif.18 

 

Berdasarkan itahapan itersebut, imaka ikebijakan ikriminal imelalui ihukum 

pidana idimulai idari itahap iformulasi iyakni idengan imerumuskan iperaturan 

perundang-undangan i(hukum ipidana), ikemudian iperaturan iperundang-

undangan itersebut idiaplikasikan imelalui isistem iperadilan ipidana. iOleh 

karena iitu, itahap iformulasi iatau ikebijakan ilegislatif imerupakan itahapan 

yang ipaling istrategis idari ikebijakan ihukum ipidana, iserta imemiliki iurgensi 

yang itinggi iuntuk imenentukan ikeberhasilan iupaya ipenanggulangan 

kejahatan ipada itahapan iselanjutnya iyakni itahap iaplikasi idan ieksekusi. 

Apabila iterdapat ikekurangan iatau ikelemahan idari ikebijakan ilegislatif, 

maka iakan imenjadi ikelemahan istrategis ipula iyang idapat imenghambat 

                                                           
17

 iBarda iNawawi iArief, iBunga iRampai iKebijakan iHukum iPidana i(Perkembangan iPenyusunan 

iKonsep iKUHP iBaru), icet. i1, iBandung: iCitra iAditya iBakti, i2014, ihlm.24. 
18

 iMuladi idan iArif iBarda iNawawi, i1984, iPenegakan iHukum iPidana, i(Jakarta:Rineka iCipta), 

ihlm. i157, 
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kebijakan iyudikatif idan ikebijakan ieksekutif. i iKebijakan ilegislatif isebagai 

tahapan iawal iyang ipaling istrategis iini iharus idiperhitungkan isebaik-baiknya 

oleh ibadan ilegislatif. iSehingga iupaya ipencegahan idan penanggulangan 

kejahatan imelalui isarana ihukum ipidana ibukan ihanya tugas idari iaparat 

penegak/penerap ihukum, itetapi ijuga itugas idari iaparat pembuat 

hukum/badan ilegislatif. iUpaya ipencegahan idan ipenanggulangan kejahatan 

perlu iditempuh idengan ipendekatan ikebijakan, idalam iarti iada keterpaduan 

antara ikebijakan/politik ikriminal idengan ikebijakan/politik sosial, iserta iada 

keterpaduan iantara iupaya ipenanggulangan ikejahatan melalui isarana ipenal 

dengan isarana inon ipenal. 

 

b. Teori iFaktor iyang iMempengaruhi iPenegakan iHukum 

Menjawab ipermasalahan imengenai ifaktor ipenghambat iperan iahli iyang 

dibutuhkan idemi ipenegakan ihukum ipidana, imaka ipenulis imenggunakan 

teori i ifaktor-faktor iyang imempengaruhi ipenegakan ihukum ipidana ioleh 

Soerjono iSoekanto iyaitu:19 

1) Faktor iPerundang-undangan i(Substansi ihukum) 

Faktor iundang-undang imempunyai iperan iyang iutama idalam ipenegakan 

hukum ipidana, iberlakunya ikaedah ihukum idi ikalangan imasyarakat 

ditinjau idari ikaedah ihukum iitu isendiri. 

2) Faktor iPenegak iHukum 

Salah isatu ikunci idari ikeberhasilan idalam ipenegakan ihukum ipidana 

adalah imentalitas iatau ikepribadian idari ipenegak ihukumnya isendiri. 

Dalam ikerangka ipenegakan ihukum ipidana idan iimplementasi 

penegakan ihukum ipidana ibahwa ipenegakan ikeadilan itanpa ikebenaran 

adalah isuatu ikebejatan. iPenegakan ikebenaran itanpa ikejujuran iadalah 

suatu ikemunafikan. 

3) Faktor iSarana idan iFasilitas 

Sarana idan ifasilitas iyang imendukung imencakup itenaga imanusia iyang 

berpendidikan idan iterampil, iorganisasi iyang ibaik, iperalatan iyang 

memadai, ikeuangan iyang icukup. iTanpa isarana idan ifasilitas iyang 

memadai, ipenegakan ihukum ipidana itidak idapat iberjalan idengan ilancar 

dan ipenegak ihukum itidak imungkin imenjalankan iperanan isemestinya. 

4) Faktor iMasyarakat 

Masyarakat imempunyai ipengaruh iyang ikuat iterhadap ipelaksanaan 

penegakan ihukum ipidana, isebab ipenegakan ihukum ipidana iberasal idari 

masyarakat idan ibertujuan iuntuk imencapai sistem hukum yang adil 

idalam imasyarakat. iBagian yang iterpenting idalam imenentukan 

                                                           
19

 iSoerjono iSoekanto,(2011), iFaktor-Faktor iYang iMempengaruhi iPenegakan iHukum, i(Jakarta: 

iRaja iGrafindo iPersada) ihlm. i8. 
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ipenegakan ihukum ipidana iadalah kesadaran ihukum imasyarakat. 

5) Faktor iKebudayaan 

Kebudayaan iIndonesia imerupakan idasar idari iberlakunya ihukum iadat. 

Berlakunya ihukum itertulis i(perundang-undangan) iharus mencerminkan 

nilai- inilai iyang imenjadi idasar ihukum iadat. iDalam ipenegakan ihukum 

pidana, isemakin ibanyak ipenyesuaian iantara iperaturan perundang-

undangan idengan ikebudayaan imasyarakat, imaka iakan semakin 

mudahlah idalam ipenegakan ihukum ipidananya. 

 

2. Konseptual 

Konseptual iadalah isusunan ibeberapa ikonsep iyang iterdiri idari ikumpulan iyang 

memiliki iarti iberkaitan idengan iistilah iyang iingin iditeliti ioleh ipeniliti. 

Berdasarkan idefinisi itersebut, imaka ikonseptual iyang idigunakan idalam 

penelitian iini iadalah: i 

a. Penegakan ihukum iadalah iproses idilakukan iupaya iuntuk itegaknya iatau 

berfungsinya inorma-norma ihukum isecara inyata isebagai ipedoman perilaku 

dalam ihubungan-hubungan ihukum idalam ikehidupan bermasyarakat 

danibernegara.20 

b. Tindak ipidana iadalah iperbuatan iyang idilarang ioleh isuatu iaturan ihukum, 

larangan imana idisertai iancaman i(sanksi) iyang iberupa ipidana itertentu, bagi 

barang isiapa iyang imelanggar iaturan itersebut.21 

c. Izin iadalah isuatu ipersetujuan idari ipenguasa iberdasarkan iundang-undang 

atau iperaturan ipemerintah iuntuk ikeadaan itertentu imenyimpang 

dariiketentuan-ketentuan ilarangan-larangan iperaturan iperundang-

undangan.22 

d. Sumber idaya iair iadalah isumber i i i idaya i i i iyang i i i idapat idiperbaruhi idan 

mengikuti isiklus ihidrologi isehingga isifatnya idinamis iyang isecara i alamiah 

berpindah-pindah i iserta imengalami i iperubahan i ibentuk.23 

 

E. Sistematika iPenulisan 

Adapun isistematika idalam ipenulisan iskripsi iini iadalah isebagai iberikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab iini imenjelaskan imengenai ikonteks ipermasalahan, imenyusun iinti 

permasalahan iyang iakan idiulas ilebih ilanjut idalam ipenulisan, idan 

memberikan ipembatasan iterkait idengan ilingkup ipenulisan. iSelain iitu, idalam 

                                                           
20

 iAch. iFadlail, i(2023), iMembangun iKesadaran iHukum iBagi iMasyarakat iDan iPenegak iHukum 

iAgar iTercipta iPenegak iHukum iYang iBerkeadilan, iHUKMY iJurnal iHukum, ihlm.1. 
21

 iMoeljatno, i(1987), iAsas-asas iHukum iPidana, iJakarta: iBina iAksara, ihlm. i54. 
22

 iPhilipus iM.Hadjon, i(2011), iHukum iAdministrasi iDan iTindak iPidana iKorupsi, iUniversitas 

iGajah iMada, ihlm.2. 
23

 iRisdawati iAhmad, i(2021), iAir idan iKonflik i: iStudi iKetersediaan iSumber iDaya iAir iDi iKawasan 

iTaman iNasional iKomdo, iUniversitas iNegeri iMalang, ihlm.2. 
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bab iini ijuga imencakup itujuan idan imanfaat idari ipenelitian, ikerangka iteoritis 

dan ikonseptual iyang idigunakan, iserta itata icara ipenyusunan ipenulisan. 

II. TINJAUAN iPUSTAKA 

Bab iini imenjelaskan imengenai irangkaian iteori iyang imencakup itindakan 

melakukan ikeadilan isendiri, ielemen-elemen iyang imenyebabkan idan 

mengkualifikasikan itindakan imelakukan ikeadilan isendiri, ifaktor-faktor yang 

memicu iterjadinya itindakan imelakukan ikeadilan isendiri, iberbagai ibentuk 

tindak ipidana ipenganiayaan, iaspek ikriminologi, idan ihubungan iantara hukum 

serta ihak iasasi imanusia idalam ikonteks itindakan imelakukan ikeadilan sendiri. 

III. METODE iPENELITIAN 

Bab iini imenjelaskan imengenai imetode-metode iatau iprosedur iyang 

digunakan idalam ipenyusunan itulisan iini, itermasuk ipendekatan iterhadap 

masalah, isumber idata iyang idigunakan, iteknik ipengumpulan idan ipengolahan 

data, idan iproses ianalisis idata. 

IV. HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 

Bab iini imenyajikan ihasil ipenelitian idan ipembahasan iberdasarkan irumusan 

masalah yaitu ipenegakan ihukum ipenggunaan isumber idaya iair itanpa perizinan 

dan iapa iyang imenjadi ihambatan idalam ipenegakan ihukum iterhadap pelaku 

penggunaan isumber idaya iair itanpa iperizinan. 

V. PENUTUP 

Bab iini iberfungsi isebagai ihasil idari ipenelitian iyang imencakup irangkuman 

mendetail idari itemuan idan ianalisis ipenelitian, iserta imenyertakan 

rekomendasi iberdasarkan iisu-isu iyang itelah idianalisis. 



II. TINJAUAN iPUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan iUmum itentang iPenegakan iHukum iPidana 

1. Pengertian iPenegakan iHukum 

Secara iumum ipenegakan idiartikan isebagai iproses, icara idan iperbuatan imenegakkan. 

Penegakan ihukum imerupakan iusaha iuntuk imewujudkan iide-ide idan ikonsep-

konsep ihukum iyang idiharapakan irakyat imenjadi ikenyataan. iPenegakan ihukum 

merupakan isuatu iproses iyang imelibatkan ibanyak ihal.24
 iPenegakan ihukum idalam 

bahasa iInggris idisebut iLaw iEnforcement isedangkan  idalam ibahasa iBelanda idisebut 

Rechtshandhaving iyang imemiliki iarti ipengawasan iatau ikontrol, imencakup 

pengawasan ipemerintah iuntuk imemastikan ikepatuhan iterhadap iperaturan iyang 

sejajar idengan ipenyidikan idalam ihukum ipidana, iserta ipenerapan idan/atau ancaman 

ipenggunaan iinstrumen iadministratif, ikepidanaan, idan ikeperdataan. iHal iini 

bertujuan iuntuk imencapai ipenataan iketentuan ihukum idan iperaturan iyang iberlaku 

umum. 

 

Wayne iLa-Favre iberpendapat ipenegakan ihukum isebagai isuatu iproses, ipada 

hakikatnya imerupakan ipenerapan idiskresi iyang imenyangkut imembuat keputusan 

yang itidak isecara iketat idiatur ioleh ikaidah ihukum, iakan itetapi mempunyai iunsur 

pribadi. iMengutip ipendapat iRoscoe iPound, imaka iia menyatakan, ibahwa ipada 

hakikatnya idiskresi iberada idiantara ihukum idan imoral (etika).25
 iPenegakan ihukum 

merupakan isuatu iproses iuntuk imewujudkan itujuan hukum imenjadi ikenyataan, 

maka iproses itersebut iharus imelibatkan ipara ipembuat dan ipelaksana ihukum, idan 

juga imasyarakatnya. iMaka idari iitu, ihukum iberorientasi pada ipenciptaan ipola-pola 

perilaku ibaru.

                                                           
24

 iDellyana,Shant.1988, iKonsep iPenegakan iHukum. iYogyakarta: iLiberty ihlm. i32. 
25

 iSoerjono iSoekanto, iFaktor-faktor iYang iMempengaruhi iPenegakan iHukum, iCetakan ike16, 

iRaja iGrafindo iPersada, iDepok, i2019, ihlm. i7 



16 

Penegakan ihukum ibukan imerupakan iproses ilogis isemata, imelainkan isyarat idengan 

ketertiban imanusia idi idalamnya, iyang iberarti ibahwa idalam ipenegakan ihukum idapat 

dilihat isebagai isuatu iproses ilogislinier. iMelainkan imerupakan isuatu ihal iyang 

kompleks, ilebih imerupakan ihasil idari ipilihan-pilihan. iDengan idemikian ioutput idari 

penegakan ihukum itidak idapat ihanya idi idasarkan ipada iramalan ilogika isemata, 

melainkan ijuga ihal-hal iyang itidak imenurut ilogika.26 

 

Menurut iJimly iAsshiddiqi ipenegakan ihukum imerupakan iproses idilakukannya isuatu 

upaya iuntuk itegaknya iatau iberfungsinya inorma-norma ihukum isecara inyata, isebagai 

pedoman iperilaku idalam ilalu ilintas iatau ihubungan-hubungan ihukum idalam 

kehidupan ibermasyarakat idan ibernegara. iDan iia ijuga imengemukkan ipendapatnya, 

bahwa ipenegakan ihukum idapat ikita ilihat idari isudut isubjek idan iobjeknya.27
 iJika 

melihat idalam ikonteks isubjek ipenegakan ihukum, iada idua idimensi iyang iperlu 

diperhatikan, iyaitu idimensi iyang imelibatkan isemua isubjek ihukum i(arti iluas) idan 

dimensi iyang imelibatkan iupaya ikhusus idari iaparat ipenegakan ihukum i(arti sempit). 

 

Secara iumum, iarti iluas imenunjukkan ibahwa isetiap iindividu iatau ientitas iyang 

mematuhi iaturan ihukum idianggap isebagai isubjek ipenegakan ihukum, isementara 

arti isempit imenekankan iupaya iyang idilakukan ioleh iaparat ipenegakan ihukum 

untuk imemastikan ikepatuhan iterhadap iaturan ihukum. iDalam iarti iluas, ipenegakan 

hukum imelibatkan isemua ipihak iyang iberinteraksi idalam ihubungan ihukum. iIni 

berarti ibahwa isetiap iorang iyang imengikuti inorma-norma ihukum iatau ibertindak 

sesuai idengan iaturan ihukum idianggap isebagai ipelaku ipenegakan ihukum. 

Sementara iitu, idalam iarti isempit, ipenegakan ihukum idipahami isebagai iupaya 

khusus iyang idilakukan ioleh iaparat ipenegakan ihukum iuntuk imenjamin pelaksanaan 

aturan ihukum. iDengan idemikian, iarti iluas imenyoroti iperan iseluruh masyarakat 

dalam imenjalankan iaturan ihukum, isedangkan iarti isempit menekankan peran iaparat 

penegakan ihukum idalam imemastikan ikepatuhan iterhadap iaturan hukum. 

 

                                                           
26

 iRizky iAriestandi i Irmansyah, i Hukum i Hak i Asas i dan i Demokrasi, i Edisi i Pertama, i Graha 

i ilmu, iYogjakarta, i2013, ihlm. i84 
27

 iHasaziduhu iMoho, iPenegakan iHukum iDi iIndonesia iMenurut iAspek iKepastian iHukum, 

iKeadilan iDan iKemanfaatan, iJurnal iWarta iEdisi: i59, iJanuari i2019, ihlm. i4-5 
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Apabila iaparatur idirasa idiperlukan iuntuk imemastikan idan imenjamin itegaknya 

suatu i ihukum, iaparatur ipenegak ihukum iitu idiperkenankan iuntuk imenggunakan 

daya ipaksa. iPengertian ipenegakan ihukum iitu idapat ipula iditinjau idan idi ilihat idari 

sudut iobjeknya, ipengertiannya ijuga imencakup imakna iyang iluas idan isempit. 

Dalam iarti iluas, ipenegakan ihukum itermasuk inilai-nilai ikeadilan iyang iterkandung di 

dalamnya imengenai i isi i aturan i formal i maupun i nilai-nilai i keadilan i yang hidup 

dalam imasyarakat. iAkan itetapi, idalam idari iarti isempit, ipenegakan ihukum yang iada 

itu ihanya imenyangkut idari ipenegakan iperaturan iyang iformal idan itertulis saja.28 

 

Penegakan ihukum ipada ihakikatnya iadalah ipenerapan idiskresi i(kebijakan) iyang 

membuat ikeputusan ihukum itidak idiatur isecara itegas ioleh iundang-undang, itetapi 

juga i berdasarkan i kebijaksanaan iantara i hukum i dan i etika. i Menurut 

Abdulkadir  iMuhammad, ipenegakan ihukum idapat idirumuskan isebagai iupaya untuk 

melaksanakan ihukum isebagaimana imestinya, idan ijika iterjadi ipelanggaran imaka 

yang iharus idilakukan iadalah imengembalikan ihukum iyang idilanggar iagar idapat 

ditegakan ikembali. itertuang idalam ibukunya iyang iberjudul iEtika iProfesi iHukum.29
 

Lebih ilanjut, ipendapat iyang idikutip iNotohamidjojo imenyebutkan ibahwa 

setidaknya iada iempat inorma ipenting idalam ipenegakan ihukum, iyaitu ikemanusiaan, 

ketaatan, ikeadilan, idan ikejujuran.30 

 

Berakhirnya isuatu iperbuatan ihukum iyang imerupakan iawal idari ibergulirnya proses 

ipengaturan ihukum, iproses ihukum ibaru imenyelesaikan isatu itahap isaja idariisuatu 

perjalanan iyang ipanjang iuntuk imengatur imasyarakat. iTahap ipembuatan ihukum iini 

masih iharus idi isusul iatau idi isertai ioleh ipelaksanaanya isacara ikonkrit idalam 

kehidupan imasyarakat isehari-hari. iInilah iyang idimaksud idengan ipenegakan 

hukum.31 

 

                                                           
28

 iIbid, ihlm. i5 
29

 iSoerjono iSoekanto, iKegunaan iSosiologi iHukum iBagi iKalangan iHukum, iAlumni, iBandung. 

i1986, ihlm. i7 
30

 iAbdulkadir iMuhammad, iEtika iProfesi iHukum, iCitra iAditya iBakti, iBandung. i2006, ihlm. i115 
31

 iSatjipto iRahardjo, iIlmu iHukum, iCetakan iKetujuh, iCitra iAdityah iBakti, iBandung, i2010, ihlm. 

i181 
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Penegakan ihukum imerujuk ipada isuatu i iproses ipembangunan ihukum iyang ibertujuan 

mengarah ipada iupaya ipenerapan iatau iimplementasi ihukum idi ikehidupan isehari 

hari imasyarakat. iHal iini idilakukan idengan imaksud iuntuk imengembalikan iatau 

memulihkan ikeseimbangan idalam itatanan ikehidupan ibersama, ibaik idalam konteks 

bermasyarakat, iberbangsa, imaupun ibernegara. 

 

Terdapat itiga iunsur iyang iperlu idipenuhi idan idiperhatikan idalam ikonteks i iini: 

a. Kepastian iHukum, iyang imerupakan iperlindungan iyustisiable iterhadap itindakan 

sewenang-wenang iyang idimana iseorang iakan imemperoleh isesuatu iyang 

diharapkan idalam ikeadaan itertentu. 

b. Manfaat, iyang idimana iharus imemberi ikegunaan iatau imanfaat ibagi imasyarakat. 

c. Keadilan, ibersifat iindividualis, isubjektif idan itidak imenyamaratakan. 

 

Penegakan ihukum imenjadi ikebutuhan iuntuk iadanya iperubahan imendasar idalam 

rangka imencapai itujuan idari ipidana iyang ilebih ibaik idan imanusiawi. iKebutuhan 

tersebut isejalan idengan ikeinginan ikuat iuntuk idapat imewujudkan isuatu ipenegakan 

hukum iyang ilebih iadil iterhadap isetiap ipelanggaran ihukum.32
 iRahman Syamsuddin 

berpendapat imengenai ihukum ipidana iyaitu, ihukum ipidana iadalah ikumpulan 

peraturan iyang imengatur iyang itindakan iseseorang ibaik iperintah imaupun ilarangan 

yang idibuat ioleh iNegara idan idi iancam idengan isanksi ipidana.33 

 

Selanjutnya, iMoeljatno ijuga iberpendapat ibahwa ihukum ipidana iadalah ibagian idari 

hukum iyang imengadakan idasar idan iaturan iuntuk imenentukan iperbuatan-

perbuatan imana iyang itidak iboleh idilakukan, iataupun idilarang idengan ipemberian 

sanksiberupa isuatu ipidana itertentu i(criminal iact), ibagi isiapa isaja iyang imelanggar 

larangan itersebut, ikapan idan idalam ihal iapa ikepada imereka iyang imelanggar 

laranganlarangan iitu idapat idikenakan iatau idijatuhi ipidana isebagaimana iyang itelah 

diancamkan i(criminal ilibility), idan idengan ibagaimana ipengenaan ipidana iitu dapat 

dilaksanakan iapabila iada iorang iyang imelanggar ilarangan itersebut i(criminal 

iprocedure).34
 

 

                                                           
32

 iTony iYuli iRahmanto, iPenegakan iHukum iPidana iTerhadap iTindak iPidana iPenipuan iBerbasis 

iTransaksi iElektronik, iJurnal iPenelitian iHukum, iVol. i19 iNo i1, iMaret i2019, ihlm. i4 
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 iRahman iSyamsuddin, iPengantar iHukum iIndonesia, iEdisi iPertama, iPrenata iMedia iGrup, iJakarta, 

i2019, ihlm. i60 
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B. Tindak iPidana iPenggunaan iSumber iDaya iAir iTanpa iIzin 

1. Pengertian iTindak iPidana 

Istilah itindak ipidana idalam iKUHP, idikenal idengan iistilah istrafbaarfeit idan idalam 

kepustakaan itentang ihukum ipidana isering imempergunakan iistilah idelik, isedangkan 

pembuat iundang-undang imerumuskan isuatu iundang-undang imempergunakan 

istilah iperistiwa ipidana iatau iperbuatan ipidana iatau itindak ipidana.35
 Moeljatno, 

dimaksud iperbuatan ipidana iadalah iperbuatan iyang idilarang ioleh isuatu iaturan 

hukum, ilarangan imana idisertai iancaman i(sanksi) iyang iberupa ipidana itertentu, bagi 

siapa iyang imelanggar ilarangantersebut. iDapat ijuga idikatakan ibahwa iperbuatan 

pidana iadalah iperbuatan iyang ioleh isuatu iaturan ihukum idilarang idan diancam 

pidana. iAsal isaja idari ipada iitu idiingat ibahwa ilarangan iitu iditujukan ikepada iperbuatan 

(yaitu ikeadaan iatau ikejadian iyang iditimbulkan ioleh ikelakuan iorang) sedangkan 

ancaman ipidananya iditujukan ikepada iorang iyang imenimbulkan kejadian iitu.36
 

 

Tindak ipidana imerupakan iistilah iyang iada ididalam iilmu ihukum iyang imemiliki 

pengertian idasar idan idibentuk idengan ikesadaran iuntuk imemberikan iciri ikhusus 

pada isuatu iperistiwa ihukum ipidana. iPengertian itindak ipidana ibersifat iabstrak idan 

mencakup iperistiwa-peristiwa ikonkret idi ibidang ihukum ipidana. iOleh ikarena iitu, 

diperlukan ipengartian iyang ibersifat iilmiah idan ijuga ijelas iagar idapat idibedakan 

dengan iistilah-istilah isehari-hari iyang ibiasa idigunakan idalam ikehidupan 

masyarakat. 

 

Hukum iPidana iBelanda imenggunakan iistilah istrafbaarfeit. iHukum iPidana inegara 

Anglo iSaxon imemakai iistilah iOffense iatauacriminal iact iuntuk imaksud iyang sama. 

iOleh ikarena iKUHP iIndonesia ibersumber ipada iWvS iBelanda, imaka iistilah iaslinya 

pun isama iyaitu istrafbaarfeit. iIstilah iStrafbaarfeit iterdiri idari itiga iunsur iyakni istraf, 

ibaar, idan ifeit. iStraf iberarti ihukuman i(pidana), ibaar iberarti idapat i(boleh), iserta ifeit 

iyang iberarti iperistiwa i(perbuatan). iTindak iPidana iberarti isuatu iperbuatan iyang 

pelakunya idapat idikenai ihukuman ipidana.37 

                                                           
35

 iAndi iHamzah, iAsas-Asas iHukum iPidana, iRineka iCipta, iJakarta, i2004 ihlm. i72. 
36

 iIbid, ihlm. i5 
37

 iWirjono iProdjodikoro, iAsas-asas iHukum iPidana idi iIndonesia, iRefika iAditama, iBandung, 

i2009, ihlm. i59 
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Tindak ipidana imerupakan isalah isatu iistilah iuntuk imenggambarkan isuatu iperbuatan, 

yang idapat idipidana, idalam ibahasa ibelanda idisebut isebagai istraftbaarfeit. iIstilah 

lain iyang ipernah idigunakan iuntuk imenggambarkan iperbuatan iyang idapat dipidana 

adalah. iperistiwa ipidana, iperbuatan ipidana, ipelanggaran ipidana idan perbuatan yang 

dapat idihukum. iTindak ipidana imerupakan ipengertian idasar idalam hukum pidana. 

Tindak i pidana i merupakan i suatu i pengertian i yuridis, i lain i halnya dengan iistilah 

perbuatan ijahat iatau ikejahatan. iSecara iyuridis iformal, itindak kejahatan imerupakan 

bentuk itingkah ilaku iyang imelanggar iundang-undang pidana. Oleh isebab iitu, isetiap 

perbuatan iyang idilarang ioleh iundangundang iharus idihindari dan ibarang isiapa 

melanggarnya imaka iakan idikenakan ipidana. iJadi, ilarangan larangan idan 

kewajiban-kewajiban itertentu iyang iharus iditaati ioleh isetiap iwarga Negara iwajib 

dicantumkan idalam iundang-undang imaupun iperaturan-peraturan pemerintah, ibaik 

di itingkat ipusat imaupun idaerah.38
 

 

Pompe imembedakan ipengertian istrafbaarfeit iyaitu idefinisi imenurut iteori, 

memberikan ipengertian istrafbaarfeit iadalah isuatu ipelanggaran iterhadap inorma, 

yang idilakukan ikarena ikesalahan isi ipelanggar idan idiancam idengan ipidana iuntuk 

mempertahankan itata ihukum idan imenyelamatkan ikesejahteraan iumum idan idefinisi 

hukum ipositif, imerumuskan ipengertian istrafbaarfeit iadalah isuatu ikejadian i(feit) 

yang iolehperaturan iundangundang idirumuskan isebagai iperbuatan iyang idapat 

dihukum.39 

 

S.R. iSianturi imenyatakan ibahwa ipengertian itindak ipidana iadalah isuatu itindakan 

pada itempat, iwaktu idan ikeadaan itertentu iyang idilarang iatau idiharuskan idan 

diancam idengan ipidana ioleh iundang-undang imelawan ihukum, itindakan iyang 

dilarang idan idiancam idengan ipidana ioleh iundang-undang iserta iwaktu idan itempat 

serta ikeadaan itertentu iyang ibersifat imelawan ihukum iserta idengan ikesalahan, 

dilakukan ioleh iseseorang iyang imampu ibertanggung ijawab. iMaka iselanjutnya 

unsur-unsur itindak ipidananya iadalah iterdiri idari: isubjek, ikesalahan, ibersifat. 

Utrecht imenggunakan iistilah i“peristiwa ipidana” ibeliau imenerjemahkan iistilah ifeit 

secara iharfiah imenjadi i“peristiwa”. iNamun iMoeljatno imenolak iistilah iperistiwa 

                                                           
38

 iMasruchin iRubai, iAsas-Asas iHukum iPidana, iUM iPress idan iFH iUB, iMalang, i2010, ihlm. i21 
39
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pidana ikarena ikatanya iperistiwa iitu iadalah ipengertian iyang ikonkret iyang ihanya 

menunjuk ikepada isuatu ikejadian iyang itertentu isaja, imisalnya imatinya iorang. 

Hukum iPidana itidak imelarang imatinya iorang, itetapi imelarang iadanya iorang imati 

karena iperbuatan iorang ilain.40 

 

Rumusan ipara iahli ihukum itersebut imerumuskan idelik i(straafbaarfeit) iitu isecara 

bulat, itidak imemisahkan iantara iperbuatan idan iakibatnya idisatu ipihak idan 

pertanggungjawabannya idi ilain ipihak, icara iperumusan idelik iseperti iini isebagai 

aliran imonistis itentang idelik. iAhli ihukum iyang ilain, imemisahkan iantara iperbuatan 

dan iakibatnya idi isatu ipihak idan ipertanggungjawaban idi ilain ipihak isebagai ialiran 

dualistis. iMemang idi iInggris idipisahkan iantara iperbuatan iyang idilarang ioleh 

Undang-Undang idan idiancam ipidana i(actus ireus) idi isatu ipihak idan 

pertanggungjawaban i(mens irea) idilain ipihak.41 

 

Berdasakan irumusan iyang iada imaka idelik i(strafbaarfeit) imemuat ibeberapa iunsur 

yakni isuatu iperbuatan imanusia, iperbuatan iitu idilarang idan idiancam idengan 

hukuman ioleh iUndang-Undang idan iperbuatan iitu idilakukan ioleh iseseorang iyang 

dapat idipertanggungjawaban. iTindak ipidana imerupakan iistilah iyang imengandung 

suatu ipengertian idasar idalam iilmu ihukum, isebagai iistilah iyang idibentuk idengan 

kesadaran idalam imemberikan iciri itertentu ipada iperistiwa ihukum ipidana, itindak 

pidana imempunyai ipengertian iyang iabstrak idari iperistiwa-peristiwa iyang  kongkrit 

idalam ilapangan ihukum ipidana, isehingga itindak ipidana iharuslah idiberikan arti iyang 

bersifat iilmiah idan iditentukan idengan ijelas iuntuk idapat imemisahkan dengan iistilah 

yang idipakai isehari-hari idalam ikehidupan imasyarakat.42 

 

Tindak ipidana ijuga idiartikan isebagai isuatu idasar iyang ipokok idalam imenjatuhkan 

pidana iorang iyang itelah imelakukan iperbuatan ipidana iatas idasar 

pertanggungjawaban isesorang iatas iperbuatan iyang itelah idilakukannya, 

tapiisebelum iitu imengenai idilarang idan idiancamannya isuatu iperbuatan iyaitu 

                                                           
40
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 iMahrus iAli, iDasar-Dasar iHukum iPidana, iSinar iGrafika, iJakarta, i2011, ihlm. i99 
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mengenai iperbuatan ipidananya isendiri, iyaitu iberdasarkan iasas ilegalitas i(principle 

iof ilegality) iasas iyang imenentukan ibahwa itidak iada iperbuatan iyang idapat idilarang 

dan idiancam idengan ipidana ijika itidak iditentukan iterlebih idahulu idalam 

perundang-undangan. iTindak ipidana imerupakan ibagian idasar idari ipada isuatu 

kesalahan iyang idilakukan iterhadap seseorang idalam imelakukan isuatu ikejahatan.43 

 

Roeslan iSaleh, idipidana iatau itidaknya iseseorang iyang imelakukan iperbuatan 

tergantung iapakah ipada isaat imelakukan iperbuatan iada ikesalahan iatau itidak, iapakah 

seseorang iyang imelakukan iperbuatan ipidana iitu imemang ipunya ikesalahan 

makamtentu iia idapat idikenakan isanksi ipidana, iakan itetapi ibila iia itelah imelakukan 

perbuatan ipidana iyang iterlarang idan itercela itetapi itidak imempunyai ikesalahan iia 

tentu itidak idipidana.44
 

 

2. Jenis-Jenis iPidana 

Pembahasan idalam ihukum ipidana, inantinya iakan iditemukan iberagam itindak 

pidana iyang iterjadi idalam ikehidupan ibermasyarakat. iDalam iKUHP itelah 

mengklasifikasikan itindak ipidana iatau idelik ike idalam idua ikelompok ibesar iyaitu, 

dalam iBuku iKedua idan iKetiga iyang imasing-masing imenjadi ikelompok ikejahatan 

dan ipelanggaran. Tindak ipidana idapat idibedakan iatas idasar-dasar itertentu, iyaitu 

sebagai iberikut: 

a. Kejahatan i(Misdrijft) idan iPelanggaran i(Overtreding) 

Alasan ipembedaan iantara ikejahatan idan ipelanggaran iadalah ijenis ipelanggaran 

lebih iringan idari ipada ikejahatan. iHal iini idapat idiketahui idari iancaman ipidana 

pada ipelanggaran itidak iada iyang idiancam idengan ipidana ipenjara, itetapi iberupa 

pidana ikurungan idan idenda, isedangkan ikejahatan ilebih ididominasi 

denganiancaman ipidana ipenjara. iDalam iWetboek ivan iSrafrecht i(W.v.S) 

Belanda, iterdapat ipembagian itindak ipidana iantara ikejahatan idan ipelanggaran. 

Untuk iyang ipertama ibiasa idisebut idengan irechtdelicten idan iuntuk iyang ikedua 

disebut idengan iwetsdelicten.Disebut idengan irechtdelicten iatau itindak ipidana 

hukum iyang iartinya iyaitu isifat itercelanya iitu itidak isemata-mata ipada dimuatnya 

idalam iundang-undang imelainkan idasarnya itelah imelekat isifat terlarang 

sebelum imemuatnya idalam irumusan itindak ipidana idalam Undang-Undang. 

Walaupun isebelum idimuat idalam iundang-undang iada ikejahatan mengandung 

sifat itercela i(melawan ihukum), iyakni ipada imasyarakat, ijadi melawan ihukum 

materiil, isebaliknya iwetsdelicten isifat itercelanya iitu isuatu perbuatan iitu iterletak 
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pada isetelah idimuatnya isebagai idemikian idalam Undang-Undang. iSumber 

tercelanya iwetsdelicten iadalah iUndang-Undang. 

 

b. Delik iformil idan iDelik imateriil 

Pada iumumnya irumusan idelik ididalam iKUHP imerupakan irumusan iyang 

selesai, iyaitu iperbuatan iyang idilakukan ioleh ipelakunya. iDelik iformil iadalah 

tindak ipidana iyang idirumuskan isedemikian irupa isehingga imemberikan iarti 

bahwa iinti ilarangan iyang idirumuskan iadalah imelakukan isuatu iperbuatan 

tertentu. iPerumusan itindak ipidana iformil itidak imembutuhkan idan 

memperhatikan itimbulnya isuatu iakibat itertentu idari iperbuatan iyang isebagai 

syarat ipenyelesaian itindak ipidana, imelainkan isemata-mata ipada iperbuatannya. 

Misalnya ipada ipencurian i(Pasal i362 iKUHP) iuntuk iselesainya ipencurian 

bergantung ipada iselesainya iperbuatan. iSebaliknya, itindak ipidana imateriil iinti 

larangan iadalah ipada itimbulnya iakibat iyang idilarang. iOleh ikarena iitu, isiapa 

yang imenimbulkan iakibat iyang idilarang iitulah iyang idi ipertanggung ijawabkan 

dan idipidana. 

 

c. Delik iKesengajaan i(Dolus) idan idelik iKelalaian i(Culpa). 

Tindak ipidana iKesengajaan iadalah itindak ipidana iyang idalam irumusannya 

dilakukan idengan ikesengajaan iatau imengandung iunsur ikesengajaan. Di 

samping itindak ipidana iyang itegas iunsur ikesengajaan iitu idicantumkan idalam 

Pasal, imisalnya iPasal i362 iKUHP i(maksud), iPasal i338 iKUHP i(sengaja), iPasal 

480 iKUHP i(yang idiketahui). iSedangkan itindak ipidana ikelalaian iadalah itindak 

pidana iyang idalam irumusannya imengandung iunsur iculpa i(lalai), ikurang hati-

hati idan ibukan ikarena ikesengajaan. iTindak ipidana iyang imengandung iunsur 

culpa iini, imisalnya; iPasal i114, iPasal i359, iPasal i360 iKUHP. 

 

d. Tindak iPidana iAktif i(delik icommisionis) idan iTindak iPidana iPasif 

Tindak ipidana iaktif iadalah itindak ipidana iyang iperbuatannya iberupa iperbuatan 

aktif i(positif). iPerbuatan iaktif iadalah iperbuatan iyang iuntuk imewujudkannya 

disyaratkan iadanya igerakan idari ianggota itubuh iorang iyang iberbuat. 

 

e. Tindak iPidana iTerjadi iSeketika i(Aflopende iDelicten) idan iTindak iPidana 

Berlangsung iTerus i(Voortdurende iDelicten). 

Tindak ipidana iyang idirumuskan isedemikian irupa isehingga iuntuk iterwujudnya 

atau iterjadinya idalam iwaktu iseketika iatau iwaktu isingkat isaja idisebut ijuga 

aflopende idelicten. iMisalnya ijika iperbuatan iitu iselesai itindak ipidana iitu 

menjadi iselesai isecara isempurna. iSebaliknya itindak ipidana iyang idirumuskan 

sedemikian irupa isehingga iterjadinya itindak ipidana iitu iberlangsung ilama, yakni 

setelah iperbuatan iitu idilakukan, itindak ipidana iitu iberlangsung terusMyang 

disebut ijuga idengan ivoordurende idelicten. 

 

f. Tindak iPidana iAktif i(delik icommisionis) idan iTindak iPidana iPasif 

Tindak ipidana iaktif iadalah itindak ipidana iyang iperbuatannya iberupa iperbuatan 

aktif i(positif). iTindak iPidana iTerjadi iSeketika i(Aflopende iDelicten) idan 

Tindak iPidana iBerlangsung iTerus i(Voortdurende iDelicten). iTindak ipidana 

yang idirumuskan isedemikian irupa isehingga iuntuk iterwujudnya iatau iterjadinya 

dalam iwaktu iseketika iatau iwaktu isingkat isaja idisebut ijuga iaflopende idelicten. 
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Misalnya ijika iperbuatan iitu iselesai itindak ipidana iitu imenjadi iselesai isecara 

sempurna. iSebaliknya itindak ipidana iyang idirumuskan isedemikian irupa 

sehingga iterjadinya itindak ipidana iitu iberlangsung ilama, iyakni isetelah perbuatan 

itu idilakukan, itindak ipidana iitu iberlangsung iterus iyang idisebut ijuga dengan 

voordurende idelicten. 

 

g. Tindak iPidana iKhusus idan iTindak iPidana iUmum 

Tindak ipidana iumum iadalah isemua itindak ipidana iyang idimuat idalam iKUHP 

sebagai ikodifikasi ihukum ipidana imateriil i(Buku iII idan iIII iKUHP). iSementara 

tindak ipidana ikhusus iadalah isemua itindak ipidana iyang iterdapat idi iluar 

kodifikasi itersebut. 

 

h. Delik isederhana idan idelik iyang iada ipemberatannya/peringanannya (Envoudige 

idan iGequalificeerde/Geprevisilierde iDelicten) 

Delik iyang iada ipemberatannya, imisalnya: ipenganiayaan iyang imenyebabkan 

luka iberat iatau imatinya iorang i(Pasal i351 iAyat i(2) idan iAyat i(3) iKUHP), 

pencurian ipada iwaktu imalam ihari itersebut i(Pasal i363KUHP). iAda idelik iyang 

ancaman ipidananya idiperingan ikarena idilakukan idalam ikeadaan itertentu, 

misalnya i: ipembunuhan iterhadap ianak i(Pasal i341 iKUHP). iDelik iini idisebut 

“geprivelegeerd idelict”. iDelik isederhana; imisal i: ipenganiayaan i(Pasal i351 

KUHP), ipencurian i(Pasal i362 iKUHP). 

 

i. Tindak iPidana iBiasa idan iTindak iPidana iAduan 

Tindak ipidana ibiasa iyang idimaksudkan iini iadalah itindak ipidana iyang iuntuk 

dilakukannya ipenuntutan ipidana iterhadap ipembuatnya itidak idisyaratkan 

adanya ipengaduan ibagi iyang iberhak. iSebagian ibesar itindak ipidana iadalah 

tindak ipidana ibiasa iyang idimaksudkan iini. iTindak ipidana iaduan iadalah itindak 

pidana iyang iuntuk idapatnya idilakukan ipenuntutan ipidana idisyaratkan iuntuk 

terlebih idulu iadanya ipengaduan ioleh iyang iberhak imengajukan ipengaduan, 

yakni ikorban iatau iwakilnya idalam iperkara iperdata i(Pasal i72) iatau ikeluarga 

tertentu idalam ihal itertentu i(Pasal i73) iatau iorang iyang idiberi ikuasa ikhusus 

untuk ipengaduan. iKemudian idalam imenjelaskan isuatu irumusan idelik idan 

unsur-unsurnya, ikita iakan imenemui itindakan iatau iperbuatan imanusia iyang 

melibatkan ipelanggaran iterhadap iundang- iundang. iSetiap itindak ipidana iyang 

tercantum idalam iKUHP iumumnya idapat idiuraikan imenjadi iunsur-unsur, iyang 

terdiri idari iunsur isubjektif idan iunsur iobjektif. iUnsur iobjektif imerujuk ipada 

suatu itindakan iatau iperbuatan iyang ibertentangan idengan ihukum idan 

menghasilkan ikonsekuensi iyang idilarang ioleh ihukum, idengan iancaman isanksi 

hukum. iPoin iutama idalam ipemahaman iunsur iobjektif iadalah ipada isifat 

tindakannya iyang imelanggar inorma ihukum. iSementara iitu, iunsur isubjektif 

berkaitan idengan iperbuatan iseseorang iyang itidak idiinginkan iatau itidak 

dikehendaki ioleh iundang-undang. iSifat iunsur iini imenekankan ikeberadaan 

pelaku, ibaik iindividu imaupun ikelompok, iyang imelakukan iperbuatan iyang 

melanggar ihukum idan itidak idiinginkan ioleh inorma ihukum iyang iberlaku. 
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3. Jenis-jenis iTindak iPidana iPenggunaan iAir iTanpa iPerizinan 

Menurut iUndang-Undang iPengairan, iPasal i1 iAyat i(3) iUndang-Undang iNomor i11 

itahun i1974 imemberikan ibatasan ipengertian iair, iyaitu isemua iair iyang iterdapat idi 

dalam iatau iberasal idari isumbersumber iair, ibaik iyang iterdapat idi iatas imaupun idi 

bawah ipermukaan itanah, itidak itermasuk idalam ipengertian iini iair iyang iterdapat idi 

laut. iPengertian iair idalam iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i1974 idikecualikan iair 

yang iterdapat idi ilaut imaupun ilautnya isendiri isebagai isumber idaya iair. iAir iyang 

selama iberada idilaut itidak idiatur ioleh iUndang-Undang iini, inamun iapabila iair ilaut 

tersebut itelah idimanfaatkan idi idarat iuntuk idipergunakan isebagai isarana iberbagai 

keperluan, imaka iUndang-Undang iini iberlaku iatas iair itersebut. 

 

Pasal i2 idan iPasal i3 iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i1974 imengatur ibahwa iair 

dikuasai i oleh i negara i dan i mempunyai i fungsi i sosial i serta i digunakan i untuk 

sebesar-besarnya ikemakmuran irakyat. iSesuai idengan iUndang-Undang itersebut, 

mengelola iair isebagai imilik inegara ibertujuan iuntuk ikeperluan irakyat iharuslah 

berjalan isebagaimana imestinya, ibukan isebaliknya imenimbulkan iberbagai imasalah 

yang iakan imerugikan irakyat. iPermasalahan imungkin iterjadi ikarena iterus 

berlangsungnya ikrisis iair ibersih iteruatam idi ikota-kota ibesar idi iIndonesia. 

 

Penjelasan iumum iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i1974 ipemanfaatan iair ibeserta 

sumber-sumbernya iharuslah iditujukan iuntuk ikepentingan idan ikesejahteraan irakyat 

di isegala ibidang. iBaik ibidang iekonomi, isosial ibudaya, imaupun ipertahanan 

keamanan inasional, iyang isekaligus imenciptakan ipertumbuhan, ikeadilan isosial dan 

kemampuan iuntuk iberisir isendiri iatas ikekuatan isendiri imenuju imasyarakat iyang 

adil idan imakmur iberdasarkan iPancasila.45
 iSumber idaya iair imempunyai ifungsi 

sosial iyang iberarti ikepentingan iumum ilebih idiutamakan idaripada ikepentingan 

individu. iSumber idaya iair imnenjadi ibagian idari iekosistem iyang idapat 

didayagunakan iuntuk imenunjang ikegiatan iusaha iyang idiselenggarakan idan 

diwujudkan isecara iselaras. iKegiatan iusaha iyang idiselenggarakan idan idiwujudkan 

secara iselaras ioleh iBadan iHukum, iBadan isosial idan iatau iperorangan iyang 
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melakukan ipengusahaan iair idan isumbersumber iair iharus imemperoleh iizin idari 

pemerintah idengan iberpedoman ikepada iasas-asas iusaha ibersama idan ikekeluargaan. 

 

Pasal i3 iAyat i(2) iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i1974 imemberikan iwewenang 

kepada ipemerintah iuntuk: 

a. Mengelola iserta imengembangkan ikemanfaatan iair idan iatau isumber idaya iair; 

b. Menyusun, imengesahkan, idan iatau imemberi iizin iberdasarkan iperencanaan dan  

iperencanaan iteknis itata iguna iair idan itata ipengairan; 

c. Mengatur, imengesahkan idan iatau imemberi iizin iperuntakan, ipenggunaan, 

penyediaan iair, idan iatau isumber-sumber iair; 

d. Mengatur, imengesahkan idan iatau imemberi iizin ipengusahaan iair, idan iatau 

sumber-sumber iair; 

e. Menentukan idan imengatur iperbuatan iorang-orang idan iatau ibadan ihukum idalam 

persoalan iair idan isumber-sumber iair. iPelaksanaan ipasal iini idengan itetap 

menghormati ihak iyang idimiliki ioleh imasyarakat iadat isetempat, isepanjang tidak 

ibertentangan idengan ikepentingan inasional.46 

 

Kegiatan-kegiatan itersebut imencakup ikeharusan iuntuk imelindungi iserta 

mengamankan iair idan iatau isumber-sumber iair iuntuk imenjaga ikelestarian ifungsinya 

sebagaimana idiatur idalam iPasal i13 iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i1974 iuntuk 

menyatakan ibahwa iair, isumber-sumber iair ibeserta ibangunan ipengairan iharus 

dilindungi iserta idiamankan idan idijaga ikelestariannya idengan icara imelaksanakan 

usaha ipenyemalatan iair, imenggunakan idan imengendalikan idaya irusak iair, 

mencegah iterjadinya ipengotoran iair, idan imengamankan iserta imelindungi ibangunan 

pengairan. iPerlindungan ihukum iatas iair idiatur idalam iPasal i13 iAyat i(1) iUndang-

Undang iNomor i11 iTahun i1974 itentang iPengairan iyaitu: 

(1) Air, isumber-sumber iair ibeserta ibangunan-bangunan ipengairan iharus 

dilindungi iserta idiamankan, idipertahankan idan idijaga ikelestariannya, isupaya 

dapat imemenuhi ifungsinya isebagaimana itersebut idalam iPasal i2 iUndang-

undang iini idengan ijalan: 

(a) Melakukan iusaha-usaha ipenyelamatan itanah idan iair. 

(b) Melakukan ipengamanan idan i pengendalian idaya i rusak iair i terhadap 

sumber-sumbernya idan idaerah isekitarnya. 

(c) Melakukan ipencegahan i terhadap i terjadinya i pengotoran i air, i yang 

dapat  imerugikan ipenggunaan iserta ilingkungannya. 

(d) Melakukan ipengamanan idan iperlindungan iterhadap ibangunan-bangunan  

ipengairan isehingga itetap iberfungsi isebagaimana imestinya. 
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Berdasarkan iPasal i15 iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i1974 itentang 

Pengairan idiatur ibeberapa ipenegakan ihukum: 

(1) Diancam i dengan i hukuman i penjara i selama-lamanya i 2 i (dua) i tahun dan 

atau denda isetinggi-tingginya iRp. i5.000.000,- i(lima ijuta irupiah) 

(a) Barang isiapa idengan isengaja imelakukan ipengusahaan iair idan iatau 

sumber-sumber iair iyang itidak iberdasarkan iperencanaan idan 

perencanaan iteknis itata ipengaturan iair idan itata ipengairan iserta 

pembangunan ipengairan isebagaimana itersebut idalam iPasal i8 iAyat i(1) 

Undang-Undang iini. 

(b) Barang isiapa idengan isengaja imelakukan ipengusahaan iair idan iatau 

sumber-sumber iair itanpa iizin idari iPemrintah isebagaimana itersebut 

dalam iPasal i11 iAyat i(2) iUndang-undang iini. 

(c) Barang isiapa iyang isudah imemperoleh iizin idari ipemerintah iuntuk 

pengusahaan iair idan iatau isumber-sumber iair isebagaimana itersebut 

dalam iPasal i11 iAyat i(2). itetapi idengan isengaja itidak imelakukan idan 

atau isengaja itidak iikut imembantu idalam iPasal i13 ia iAyat i(1) ihuruf ia d. 

(2) Perbuatan ipidana idimaksud idalam iAyat i(1) iPasal iini iadalah ikejahatan. 

(3) Barang isiapa ikarena ikelalaiannya imenyebabkan iterjadinya ipelanggaran 

atas iketentuan itersebut idalam iPasal i8 iAyat i(1), iPasal i11 iAyat i(2) idan iPasal 

13 iAyat i(1) ihuruf ia, ib, ic, idan id iundang-undang iini, idiancam idengan 

hukuman ikurungan iselama-lamanya i3 i(tiga) ibulan idan iatau idenda setinggi-

tingginya iRp. i50.000,- i(lima ipuluh iribu irupiah). 

(4) Perbuatan ipidana idimaksud idalam iAyat i(3) ipasal iini iadalah ipelanggaran.47 

 

C. Tinjauan iUmum iTentang iPerizinan iPenggunaan iSumber iDaya iAir 

1. Pengertian iIzin 

Izin imenurut iistilah iberarti iperkenan, ipernyataan, imengabulkan, itiada 

melarang. iSedangkan iperizinan iyaitu ihal ipemberian iizin. iIzin iusaha idan/ atau 

kegiatan. iMenurut iSpelt idan iTen iBerge, iizin iadalah isalah isatu instrument iyang 

paling ibanyak idigunakan idalam ihukum iadministrasi. Pemerintah imenggunakan 

izin isebagai isarana iyuridis iuntuk imengendalikan dan iatau imengarahkan 

tingkah ilaku iwarga. iTujuan iizin iialah iuntuk imegatur tindakan-tindakan iyang 

oleh ipembuat iundang- iundang itidak iseluruhnya dianggap itercela, inamun iia 

menginginkan idapat imelakukan ipengawasan sekadarnya. 
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2. Pengertian iIzin iPenggunaan idan iPengusahaan iSumber iDaya iAir 

Izin iPenggunaan iSumber iDaya iAir iadalah iizin iuntuk imenggunakan iSumber iDaya 

Air iPermukaan iuntuk imelakukan ikegiatan ibukan iusaha. iSedangkan iIzin 

Pengusahaan iSumber iDaya iAir iadalah iizin iuntuk imenggunakan iSumber iDaya iAir 

Permukaan iuntuk imelakukan ikegiatan iusaha.48 

 

Izin ipenggunaan idan ipengusahaan isumber idaya iair imencantumkan iketentuan iyang 

wajib idi ipatuhi ipenanggung ijawab iusaha idan/atau ikegiatan, iyang imencakup 

persyaratan ihukum idan iteknis, itermasuk iizin-izin iterkait iperlindungan idan 

pengelolaan ilingkungan ihidup ilain iyang iharus idi ipatuhi ipenerima iizin lingkungan. 

Jangka iwaktu iberlakunya iizin ipengusahaan isumber idaya iair iadalah10 i(sepuluh) 

tahun, imaka iizin ipengusahaan isumber idaya iair ijuga iwajib  mendapatkan 

pembaharuan isesuai iPasal i25 iAyat i(3) iPeraturan iPemerintah Republik iIndonesia 

Nomor i121 iTahun i2015 itentang iPengusahaan iSumber iDaya Air. iPemegang iizin 

pengusahaan isumber idaya iair idalam ihal iini idisebutkan idalam pasal i10 iAyat i(1) 

huruf ib iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNomor i121 Tahun i2015 itentang 

Pengusahaan iSumber iDaya iAir, iyaitu ibadan iusaha ilain idan perseorangan isebagai 

pemegang iIzin iPengusahaan iSumber iDaya iAir. i 

 

3. Unsur-Unsur iPerizinan 

Berdasarkan ibeberapa ipengertian idi iatas, idapat idisimpulkan ibahwa iterdapat 

beberapa iunsur ipenting idalam iperizinan, iyaitu: 

a. Instrument iYuridis, 

b. Peraturan iPerundang-undangan, 

c. Organ iPemerintah, 

d. Peristiwa ikonkret, idan 

e. Prosedur idan iperyaratan. 
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D. Faktor-faktor iyang iMempengaruhi iPenegakan iHukum 

Soerjono iSoekanto imengatakan, idalam imelaksanakan ipenegakan ihukum itidak 

selalu imudah ikarena ibanyak ifaktor iyang imempengaruhi, ifaktor-faktor iyang 

mempengaruhi ipenegakan ihukum, iantara ilain: 

a. Faktor iHukum, ihukum iadalah isemua iaturan-aturan iyang imempunyai 

kekuatanyang ibersifat imemaksa, iyaitu iapabila idilanggar iakan imendapatkan 

sanksi iyang tegas idan inyata. 

b. Faktor iPenegak iHukum, iPenegak iHukum isangatlah iluas, ioleh ikarena 

mencakup imereka iyang isecara ilangsung imaupun itidak ilangsung berkecimpung 

di ibidang ipenegak ihukum. iYang idimaksud idengan ipenegakan hukum idisini 

dibatasi ipada ikalangan iyang isecara ilangsung iberkecimpung dalam ibidang 

penegakan ihukumyang itidak ihanya imencakup ilaw ienforcement, akan itetapi ijuga 

peace imaintenance. iKalangan itersebut imencakup imereka yang ibertugas 

dibidang ipenegakan ihukum ikehakiman, ikejaksaan, ikepolisian, kepengacaraan, 

dan ipemasyarakatan.49 

c. Faktor iMasyarakat, iAlvin iS. iJonhson imenulis idalam ibukunya imengatakan 

bahwa imasyarakat idinilai ilebih ikreatif ibaik isecara ipemikiran imaupun ipola 

tingkah ilaku isedangkan imasyarakat iyang iterorganisir imemiliki ipola ipikir yang 

baku idan ibanyak iperencanaan iyang idisengaja. iPenegakan ihukum iitu isendiri 

berasal idari imasyarakat idan ibertujuan iuntuk imencapai iperdamaian. 

d. Faktor iKebudayaan, ifungsi ikebudayaan isangatlah ibesar ibagi imasyarakat idan 

manusia. iMasyarakat imemiliki ikebutuhan idalam ibidang imateriil idan ispiritual. 

Untuk imemenuhi ikebutuhannya isebagian ibesar idipenuhi ikebudayaan iyang 

bersumber ipada imasyarakat iitu isendiri. iTapi idengan ikemampuan imanusia 

sangat iterbatas, idengan idemikian ikemampuan ikebudayaan iyang imerupakan 

hasil iciptaannya ijuga iterbatas idalam imemenuhi isegala ikebutuhan.52
 iSetiap 

kebudayaan imemiliki isifat ihakikat iyang iberlaku iumum ibagi isemua 

kebudayaan idimana ipun ijuga. iSifat ihakikat ikebudayaan iitu isebagai iberikut: 

1) Kebudayaan iterwujud idan itersalurkan ilewat iperilaku imanusia. 

2) Kebudayaan itelah iada iterlebih idahulu imendahului ilahirnya isuatu igenerasi 

itertentu idan itidak iakan imusnnah/ ihilang idengan ihabisnya iusia igenerasi 

iyang ibersangkutan. 

3) Kebudayaan idiperlukan ioleh imanusia idan idiwujudkan itingkah ilakunya.50 

 

Faktor iSarana idan iFasilitas, iagar ipenegakan ihukum idapat iberlangsung idengan 

lancar imaka isangat idibutuhkan isarana idan ifasilitas itertentu, itanpa isarana idan 

fasilitas imaka itidak imungkin ipenegakan ihukum idapat iberlangsung idengan ilancar. 

Sarana iatau ifasilitas itersebut iantara ilain imencakup itenaga imanusia iyang 

berpendidikan idan iterampil, iorganisasi iyang ibaik, iperalatan iyang imemadai, 
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keuangan iyang icukup idan ilain-lainya. iKalau ihal-hal iitu itidak iterpenuhi, imaka 

bukan itidak imungkin ijika ipenegakan ihukum itidak imencapai itujuannya.51 

 

Pemberlakuan iketentuan ipidana idalam iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2019 

Tentang iSumber iDaya iAir, iberupa ipidana ipenjara idan ipidana idenda. iDalam ihal 

tindak ipidana isumber idaya iair iterbukti isecara isah imenurut iperaturan iperundang-

undangan iyang iberlaku idilakukan ioleh ibadan iusaha, ipidana idikenakan iterhadap 

badan iusaha, ipemberi iperintah iuntuk imelakukan itindak ipidana, idan/ iatau ipimpinan 

ibadan iusaha iyang ibersangkutan. iPidana iyang idikenakan iterhadap ibadan iusaha 

berupa: ipidana idenda iterhadap ibadan iusaha isebesar idua ikali ipidana idenda. IPidana 

penjara iterhadap ipemberi iperintah iuntuk imelakukan itindak ipidana idan iatau 

pimpinan ibadan iusaha iyang ilamanya isebagaimana idiatur idalam iUndang-Undang 

Nomor i17 iTahun i2019 itentang iSumber iDaya iAir iyaitu.52 

a. Melakukan ikegiatan ipelaksanaan ikonstruksi iPrasaranaSumber iDaya iAir idan 

nonkonstruksi ipada iSumber iAir itanpa imemperoleh iizin idari iPemerintah iPusat 

atau iPemerintah iDaerah isebagaimana idimaksud idalam iPasal i40 iayat. 

b. Menyewakan iatau imemindahtangankan, ibaik isebagian imaupun ikeseluruhan 

izin ipenggunaan iSumber iDaya iAir iuntuk ikebutuhan ibukan iusaha iatau iizin 

penggunaan iSumber iDaya iAir iuntuk ikebutuhan iusaha isebagaimana idimaksud 

dalam iPasal i44 iayat i(4); iatau imelakukan ipenggunaan iSumber iDaya iAir iuntuk 

kebutuhan iusaha itanpa iizin isebagaimana idimaksud idalam iPasal i49 iayat i(2) 

dipidana idengan ipidana ipenjara ipaling isingkat i1 i(satu) itahun idan ipaling ilama 3 

(tiga) itahun idan idenda ipaling isedikit iRp1.000.000.000,00 i(satu imiliar rupiah) 

dan ipaling ibanyak iRp5.000.000.000,00 i(lima imiliar irupiah). iPasal 71.53 

 

Pemberlakuan iPasal i15 iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i1974 itentang 

Pengairan idiatur ibeberapa ipenegakan ihukum: 

(1) Diancam idengan ihukuman ipenjara iselama-lamanya i2 i(dua) itahun idan iatau 

denda isetinggi-tingginya iRp. i5.000.000,- i(lima ijuta irupiah) 

(a) Barang isiapa idengan isengaja imelakukan ipengusahaan iair idan iatau 

sumber-sumber iair iyang itidak iberdasarkan iperencanaan idan 

perencanaan iteknis itata ipengaturan iair idan itata ipengairan iserta 

pembangunan ipengairan isebagaimana itersebut idalam iPasal i8 iAyat i(1) 

Undang-Undang iini. 

(b) Barang isiapa idengan isengaja imelakukan ipengusahaan iair idan iatau 
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sumber-sumber iair itanpa iizin idari iPemrintah isebagaimana itersebut 

dalam iPasal i11 iAyat i(2) iUndang-Undang iini. 

(c) Barang isiapa iyang isudah imemperoleh iizin ipemerintah iuntuk 

pengusahaan iair idan iatau isumber-sumber iair isebagaimana itersebut 

dalam iPasal i11 iAyat i(2) iUndang-Undang iini, itetapi idengan isengaja 

tidak imelakukan idan iatau isengaja itidak iikut imembantu idalam iPasal i13 

a iAyat i(1) ihuruf ia-d iUndang-Undang iini. 

 

(2) Perbuatan ipidana idimaksud idalam iAyat i(1) iPasal iini iadalah ikejahatan. 

(3) Barang isiapa ikarena ikelalaiannya imenyebabkan iterjadinya ipelanggaran 

atas iketentuan itersebut idalam iPasal i8 iAyat i(1), iPasal i11 iAyat i(2) idan iPasal 

13 iAyat huruf a, ib, ic, idan id iundang-undang iini, idiancam idengan  hukuman 

kurungan iselama-lamanya i3 i(tiga) ibulan idan iatau idenda setinggi-tingginya 

Rp. i50.000,- i(lima ipuluh iribu irupiah).54 

 

Posisi ihukum ipidana idalam iisu iperizinan iini iadalah ikonkret ikarena idapat 

dilihat idengan ilebih inyata iberdasarkan isubjek idan iobjek idalam isuatu ikasus 

terkait iperizinan. 
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III. METODE iPENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan iMasalah 

Berdasarkan irumusan imasalah idan itujuan ipenelitian, imaka ipenelitian iini 

menggunakan iPenelitian iYuridis iNormatif idan iYuridis iEmpiris. iMetode ipenelitian 

hukum iyuridis iempiris iadalah isuatu imetode ipenelitian ihukum iyang iberfungsi iuntuk 

melihat ihukum idalam iartian inyata idan imeneliti ibagaimana ibekerjanya ihukum idi 

lingkungan imasyarakat. iSedangkan, iPendekatan iyuridis inormatif ididorong ioleh 

paradigma idan iteori ipositivism.55 

 

B. Sumber idan iJenis iData 

1. Data iPrimer 

Penelitian iini idilakukan idengan icara itanya ijawab idengan iseorang inarasumber iuntuk 

dimintai iketerangan idan ijawaban iatas irumusan imasalah ipada iskripsi iini. ILokasi 

penelitian iberupa iwawancara iini ibertempat idi iKejaksaan iNegeri iPesawaran idan 

Kepolisian iResor iPesawaran. iSebelum imelakukan iwawancara, ipenulis iterlebih 

dahulu imenyusun ibeberapa ipertanyaan i yang iberkaitan idengan irumusan 

masalah ipada iskripsi iini iyang inantinya iakan idirumuskan idan idisampaikan. Tujuan 

wawancara iadalah iuntuk imemperoleh iisu-isu ihukum iyang i iterjadi idilapangan idan 

mendapatkan iinformasi iyang ibenar, iakurat, idan iterpercaya iuntuk imendukung 

penulisan iskripsi iini. 
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2. Data iSekunder 

Sumber idata iyang idi iperoleh imemalui istudi ikepustakaan iyang iterdiri idari: 

a. Bahan iHukum iPrimer 

Bahan iHukum iPrimer imerupakan ibahan ihukum iyang iutama, ibahan ihukum 

yang imempunyai ikekuatan ihukum imengikat, iyakni ibahan ihukum iyang 

mempunyai iotoritas, imeliputi iperaturan iperundang-undangan idan isegala 

dokumen iresmi iyang imemuat iketentuan ihukum, iantara ilain: 

1) Undang-Undang i Dasar i Negara i Kesatuan i Republik i Indonesia 1945 

hasil  iAmandemen ike iIV. 

2) Undang-Undang iNomor i11 iTahun i1974 itentang iPengairan. 

3) Undang-Undang iNomor i17 iTahun i2019 itentang iSumber iDaya iAir. 

 

b. Bahan iHukum iSekunder 

Bahan iHukum iSekunder iadalah idata-data iyang idiperoleh idari ibuku-buku 

sebagai idata ipelengkap isumber idata iprimer. iSumber idata isekunder 

didapatkan idari iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNomor i121 

Tahun i2015 itentang iPengusahaan iSumber iDaya iAir iadalah idata-data iyang 

diperoleh idengan imelakukan ikajian ipustaka iseperti ibuku-buku ilmiah,ihasil 

penelitian, iseperti ipada iPutusan iNomor: i48/Pid.B/2021/PN Gdt. 

 

c. Bahan iHukum iTersier 

Bahan ihukum itersier iyaitu ibahan iyang imemberikan ipetunjuk ijuga 

penjelasan imengenai ibahan ihukum iprimer idan isekunder, iyaitu iberupa 

Kamus iHukum. 

 

C. Penentuan iNarasumber i 

Narasumber iadalah iistilah iumum iyang imerujuk ikepada iseseorang, ibaik 

mewakili ipribadi imaupun isuatu ilembaga, iyang imenmberikan iatau imengetahui 

secara ijelas itentang isuatu iinformasi, iatau imenjadi isumber iinformasi iuntuk 

kepentingan ipemberitaan idi imedia imassa. 
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Adapun inarasumber ipada ipenelitian iini iterdiri idari: 

a. Penyidik iKepolisian iResort iPesawaran    i i i i i: i1 iorang 

b. Jaksa iPenuntut iUmum iKejaksaan iNegeri iPesawaran   i i i i i: i1 iorang 

c. Hakim iPengadilan iNegeri iGedong iTataan    i i i i i: i1 iorang 

d. Dosen iHukum iPidana iFakultas iHukum iUniversitas iLampung i i i: i1 iorang i+ 

Jumlah         i i i i i: i4 iorang 

 

D. Prosedur iPengumpulan idan iPengolahan iData 

1. Prosedur iPengumpulan iData 

Dalam ipengumpulan ipengumpulan idata idilaksanakan idengan icara isebagai iberikut: 

a. Studi iLapangan i(Field iResearch) 

Wawancara i(interview), iwawancara iini idilakukan iuntuk imengumpulkan idata 

primer iyaitu idengan icara iwawancara ilangsung isecara iterarah i(directive 

interview) iterhadap inarasumber iyang iterkait idengan iperkara itersebut. 

b. Studi iPustaka i(Library iResearch) 

Mempelajari iliteratur-literatur iuntuk imemperoleh idata isekunder iyang 

berhubungan idengan imasalah iyang iditeliti iberupa iazas-azas ihukum, iperaturan-

peraturan ihukum idan ibahan ihukum ilain iyang iberkaitan idengan imasalah iyang 

diteliti. 

 

2. Prosedur iPengolahan iData 

Data i yang i diperoleh i selama i pelaksanaan i penelitian i selanjutnya i diolah 

dengan  itahapan isebagai iberikut: 

a. Editing iData 

Data iyang itelah idikumpulkan ibaik idata isekunder imaupun idata iprimer, 

dilakukan ipemeriksaan iuntuk imengetahui iapakah idata iyang idibutuhkan 

tersebut  isudah icukup idan ibenar. 

b. Klasifikasi iData 

Data iyang isudah iterkumpul idikelompokkan isesuai idengan ijenis idan 

sifatnya iagar imudah idibaca iselanjutnya idapat idisusun isecara isistematis. 

c. Sistematisasi iData 

Data iyang isudah idikelompokkan idan idisusun isecara isistematis isesuai 

dengan ipokok ipermasalahan ikonsep idan itujuan ipenelitian iagar imudah 

dalam imenganalisis idata. 
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E. Analisis iData 

Analisis ikualitatif, iyang imenganalisis irealitas isaat iini iberdasarkan itemuan 

penelitian idengan imenggambarkan isecara isistematis iuntuk imendapatkan 

kejelasan idan imendrong idiskusi, idigunakan iuntuk imemeriksa idata ipenelitian. 

Selain iitu, ikesimpulan idibuat idengan imenggunakan ipendekatan iinduktif, iyang 

merupakan icara imengumpulkan iinformasi i iberdasarkan ifakta-fakta itertentu dan 

kemudian imerumuskan ikesimpulan iluas iuntuk imengatasi imasalah berdasarkan 

studi ipenulis, imengingat ihasil ianalisis idata.
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan ihasil idan ipembahasa, imaka ipenulis imenyimpulkan ibahwa: 

1. Penegakan hukum iterhadap itindak ipidana ipenggunaan isumber idaya iair itanpa 

izin imelalui itiga itahap iaplikasi iyang idilakukan ioleh iapparat ipenegak ihukum 

tidak imemiliki ihambatan. iDimulai idari iproses ipenyidikan idimana ikepolisian 

mencari iinformasi idan iditemukin ibahwa itempat iusaha imilik ipelaku iyaitu 

Kolam iRenang iTirta iGarden itidak imemiliki iSurat iIzin iPemanfaatan iAir 

(SIPA). iSetelahnya ikasus itersebut idilimpahkan idi iKejaksaan iNegeri Pesawaran 

dan idiakhiri idengan ipersidangan idi iPengadilan iNegeri iGedong iTataan idengan 

Putusan iNomor i48/Pid.B/2021/PNGdt, iserta itahap ieksekusi iyang idilakukan 

penegak ihukum iyaitu ihakim iyaitu iberupa ipenjatuhan ihukuman ipidana ipenjara 

selama i2 i(dua) itahun iserta idenda isebesar iRp. i2.000.000,- i(dua ijuta irupiah). 

Begitupun ipada itahap ieksekusi, ilembaga ikehakiman ipada iwilayah ihukum 

Kabupaten iPesawaran itelah imenjatuhi ihukuman ikepada ipelaku ipenggunaan 

sumber idaya iair itanpa iizin iyang idalam ipelaksanaannya isudah imelakukan 

tugas-tugasnya icukup ibaik, idengan ibegitu isetelah imenjalankan ihukuman 

pelaku/terpidana imenjadi iorang iyang isiap idimasyarakatkan ikembali. 

2. Faktor ipenghambat ipenegakan ihukum iterdiri ifaktor ihukum iatau iUndang-

Undangnya iitu isendiri, ifaktor ipenegak ihukumnya, ifaktor isarana dan 

fasilitas, faktor imasyarakat, idan ifaktor ikebudayaan.  Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak 

pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin di Kabupaten Pesawaran belum 

terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh lima faktor penghambat 

menurut teori Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum yang masih multitafsir 

sehingga menimbulkan keraguan aparat dalam menindak, keterbatasan aparat 

penegak hukum baik dari segi jumlah maupun kapasitas, minimnya sarana dan 
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fasilitas pengawasan yang membuat penegakan hukum bersifat reaktif, 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang memperlemah dukungan sosial, 

serta budaya permisif yang cenderung menegasikan norma hukum formal. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk hambatan yang 

kompleks, sehingga hukum pidana kehilangan daya efektivitasnya sebagai 

instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya air.
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B. Saran 

Sebagai ipenutup idari iskripsi iPenggunaan iSumber iDaya iAir iTanpa iIzin, ipenulis 

mengemukakan ibeberapa isaran iyang ikiranya idapat ibermanfaat, isebagai iberikut: 

1. Para iaparat ipenegak ihukum iseharusnya idapat imemaksimalkan ipenegakan 

hukum ibaik isecara irepresif imaupun ipreventif. iPenegakan ihukum isecara 

preventif iatau imelalui ipencegahan ihendaknya imenggandeng idan imelakukan 

kolaborasi ibersama iinstansi idan ilembaga iyang iberhubungan idengan iperizinan 

penggunaan isumber idaya iair, iseperti iDinas iPenanaman iModal idan iPelayanan 

Terpadu iSatu iPintu i(DPMPTSP). iKolaborasi itersebut ibisa idengan icara 

mengadakan isosialisasi idan imemberikan ipenyuluhan iedukasi ikepada 

masyarakat imengenai ipentingnya iperizinan idan itata icara ipembuatan idokumen 

terkait iperizinan ipenggunaan isumber idaya iair iagar imembuat ikesadaran 

masyarakat itentang iperizinan ikhususnya iuntuk itempat iusaha iyang isudah 

berkembang iatau imaju idilihat idari iseberapa ibanyak idebit iair iyang 

digunakan, seperti ipada icontoh ikasus isumber idaya iair iyang idigunakan 

untuk ikepentingan pariwisata idan iperikanan iatau ikelautan. 

2. Hendaknya upaya penanggulangan faktor penghambat penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin tidak 

hanya difokuskan pada aspek represif melalui sanksi semata, melainkan juga 

harus mengutamakan langkah-langkah preventif dan persuasif. Penulis 

berpendapat bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui 

sosialisasi yang berkesinambungan sangat penting agar masyarakat memahami 

kewajiban perizinan. Selain itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum perlu 

diperkuat agar mekanisme pengawasan dan penindakan dapat berjalan secara 

efektif. Tidak kalah penting, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 

harus menjadi perhatian guna mendukung kinerja aparat dalam menegakkan 

hukum. Di samping itu, pendekatan berbasis kearifan lokal juga patut 

dipertimbangkan sebagai cara untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat 

terhadap pengelolaan sumber daya air. Akhirnya, penegakan sanksi yang tegas 

dan konsisten tetap harus dijalankan agar tercipta kepastian hukum serta 

menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. 
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